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MENTERI KEJANGAN
SI&IJ‘NAN b i
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Vo
NOMOR : sS08§ /XMK.01/ 1999 ' L SR
TENTANG DR
- PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAJAN KERUGIAN NEGARA

"' BUKAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN.
[ DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTER! KEUANGAN REPLIRBLIK INDUINESIA,

Menimbang  :a. bahwa untuhk Lelanceran don keterdban pon clesaian kerugian negara bukan
kekurangan perbendaharaan vang terjadi karena perbuatan melanggar hukum
yang ditalukan  olch  peeawsr  ncgert bukan  bendaharawan  dalam
melaksanokan tugasoya, atan pilak ketipa atan karena peristiwa lainnya, perlu
sepera diupavokan penvelesamenyag

b. hahwa wunluk keserapnman dajam pelaksannan penyelesaian kerugian negara
bukan kekurangan perbendainumon sebagatmana tersebut pada hurof a, petlu
ditctapkan Polunjuk Pelaksenoan Penyelessian Kerugian Negara Bukan
Kekurangan Perbendabiaraan di 1ingkangan Departemen Keuongan dengan
Keputusan Menteri Kenangan,

x/

Y

Mengingat : 1. Indische Comptabiliteniswet | Siaatshlad 1925 Nomor 448) schagaimana telah
diubah dan ditinbah teeakbir dengan Endang-undang Nomor 9 Tahun 1968
{Lembaran Negara Repubbik Tmdonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tainbahan
Lembaran WNegara Nowmor 26860}

- Kitab Undang-undang | Tukwi Perdata (Burperlijk Wetboek, Staatsbiad 1847
Nomor 23],

]

3. Staatshlad 1904 Nomaor 211 jo. Staatsblst 1940 No. 33 tentang Tuntutan
Ganti Rugt terhadap Pegawai Negert;

- 4. Undang-undang Momor 3 Fahun 1971 entany, Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19,
Tambahan 1.cmbiaan Negarn Mamor 2958

5. Undang-undang Nomor § ahun 1974 1eninny; Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republil Indonesia Tuhun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041 )

6. Peraturan Pomerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Nepara Republik  Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
v Tambahan Lemburan Negara Nomor 3176);

7. Keputusan Presiden Nomeor 45 Tahun 1974 tentang Struktur Organisasi
Departemen Keuanpan,

8. Keputusan [residen Nomaor 21 Talhwun 1991 tentang Badan Urusan Pilutang
dan Lelang Nepora,

9. Keputusan Presiden Nonmwor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Delanja Mepara sebagaimana telah diubah terakhir dcngan
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, :

10. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
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Memperhaiikan

Menetapkan

Keputusan Menteri_Keuangan
Nomor : 50 /KMK.0L/1999
Tanggal : 14 Oktober 1999

RAENTE R ITELANGAN

D1 Instruksi Presiden anor 15 tahon 1983 terang Fedoman '?eiaksa_naan

Puissiwasan,

Suiat Kerun BEME Y Somen LIS TV 1976 tangeal [0 ﬁpri'i_ 1976
tenang Petoejuk P canaan Tuntutan Perbendaharaan dan. Tuntutan
Ganti Rugi: T

. C .-Ilf..f . I. -
30 Bijblad 12454 jo st Edaran Menterd Keuangan Nomor " 1811/GT
tentang Ketentuan Waiih apor Kerugian Negara; T B

&

MEMUTISKAN:

..1.-.. ) . .:.J._

D KEPUTUSAN  MENTER] KEUANGAN  TENTANG IPETUNJU:[I{
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAT?{,
KEKURANGAN PERBENDAITARAAN 11 LINGKUNGAN""

DEPARTEMEN ELUANCGA N,
Pasal |

Penyelvsidan  Kerugian iwegara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di
Lingkungan  Departenien Keuvangan  dilaksanakan  sesuai Petunjuk
Petaksanaan sehagaimana ditctapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada semua unit organisasi di Linngkungan Departemen Keuangan wajib
melaksanakan semua ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan-ketentuan
lainnya vang berhubungin dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Petunjuk Pclaksanaan Penyelesaian Kertgian
Negara Bukan Kekurangan Perbendabaraan dj Lingkungan Departemen
Keuangan,  Menteri hevangan  dapal  membentuk  Tim Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian

1 »f_‘_S___EElI"E[_
Pasal 4

Dengan barfakunya Keputusan ini mala Keputusan Menteri Keuangan dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaanya mengenai Penyelesaian Kerugian Negara
di Lingkungan Departeraen Kevangan viing bertentangan dengan Keputusan
i dinyatakan tidak berlalky ;




Keputusan Menterl Keuangan
Nomor : 508 /KMK.01/1999
Tanggal : 14 Okrober 1999

MENTEFH KELUANGAN

Pasal §

Keputusan imt mular berluku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

. Ketua Badan Pemeriksa Feuangan;
Kepala Dadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Sckretans Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/
Para Kepafa Badan/Ketea Badan di Lingkungan Dcpanemen
Kewvangan,

1

[sitetapkan di Jakarta

. peda tanggal 14 Oktober 1999
Salinan sesuai dencian aslinya i A

Kepaia Bi?, um Menteri Keuangan,

kS

Kopala
P td.

~ Bombang Subianto:
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DAFTAR FORMULIR
JUKLAK TUNTUTAN GANTI RUGI

Laporan Pengungkapan Dugaan Terjadinya Kerugian Negara hasil

Waskat/ Verifikasi

Laporan Pengungkapan Terjadinya Kerugian Negara hasil Pengawasan

- 1

Permintaan Laporan tentang Pemberitaan Terjadinya Kasus Kerugian
Negara

Laporan Dugaan terjadinya Kerugian Fegara
Berita Acara Pemeriksaan

Surat Pernyataan Bertanggungjawal (SPB)

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)
Surat Penyampaian SPB/SKTM kepada KPKN

Laporan Peristiwa kerugian negara vang diakibatkan oleh perbuatan
pegawai Negeri bukan Bandaharawan

Daftar Pertanyaan untuk Menyusun Laporan Kerugian Negara guna
keperluan Proses Tuntutan Ganti Rugt

Laporan Kejadian/peristiwa Kerugian Negara kepada Pihak Kepolisian
Laporan kerugian negara akibat perbuatan Pihak Ketiga )
Laporan kerugian Negara akibat kejadian di luar kemampuan manusia

Laporan Kepala kantor/satuan kerja mengenai kasus yang tidak dapat
diselesailan :

Laporan Tindal lanjut oleh Kepala K antor/Satuan kerja
Surat Pernyataan Jaminan . .
Surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas barang/hak yang
dijaminkan SRR

Surat Pernberitahuan Ganti Rugi (SPGR) s

Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanar} Gantl Rugf
Surat kuasa pemotongan langsung ' ' L

Penyampaian SPGR/SK Pambebanan Ganti Rugi, dsb.

Tands Terima SPGR/SKPGR N &
Daftar kerugian negara pada Departemen Keuangan |
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BAB Kedua Bagian NI Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW
Staatsblad 1924 Nomor 448) mengatur Pertanggungjawaban dan Tuntutan
Ganti Rugl bagi Ordonanteur dan Pegawai Negeri lainnya kere_na perbuatan
vang mefanggar hukum atau kelalaian yang terhadap perbuatan tersebut

mereka tidak danat dituntut sebagai bendaharawan.

Dengan Staatsblad 1904 Nomor 241 jo. Staatsblad 1923 Nomor 53 diatur
mengenai  proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri  bukan

bendaharawan sebagai pelaksanaan Pasal 74 1CW.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 seba_gaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor & Tahun 1999
dinyatakan bahwa Departemen/Lembaga wajib m'e'FaIgukan
penuntutan/pernungutan ganti rugi atas kerugian yang dldenta negara

Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang penuntutan/

pemungutan ganti rugl tersebut di atas sebagian besar mas:h berasal dan
R

peraturan  perundang-undangan produk  pamerintah kolonfa sehif:jgga

dokumennya sulit didapat, dan sekiranya dapat drtemukan tlclak mudah
dipahami maksudnya oleh Pimpinan/Kepala Xantor di mana keruglan negara
lerjadi. ' _ "‘*“

Selain ity hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang memuat
langkah-langkah rinci untuk proses penyelesaian atas kerugian yang diderita

oleh negara di linglkungan Departemen Kevangan.

Hal tersebut telah dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

ndonesia (BPK-12T} dalam suratiya Nomor K.448/1.U/1/4/1976 tanggal 10 April
;




1976 yang ditujiikan kepada Piesiden Republik Indonesia, yang antara lain
menyatakan " ... Namun doian pelaksanzan tugas vang diberikan kepada
mereka ity masili Danyak dislami kesulitan sehingga befum dapat dikatakan
penyelesalan masalah kerugian Negara sudah berjalan dengan lancar, Menurut
penilaian kami kotidaklancaran i terutama disebabkan beium adanya suatu
peraturan pelaksinaan atau pedoman keris vang dikefuarkan ofeh Pemerintah
(¢.q Menter Keunngan) schaosi penggantypenyempurnasn dari peraturany
pedoman yang lama, yang pacs umumnya sudah tidék sesusi alaupun tdsk

agimengerti karena dibuat datam hahass Belands'.

Apa yang dikemiliikan oleh BPK-RT dalam suratnya tersebut sesuai dengan
fungsi utamanya dalarm bidang yudikatif sebagaimana diamanatkan dalam
Ketetapan MPR-RT Nomor : II/MPR/1993, yaitu mengikuti pelaksanaan proses
gantl rugi yang dilakukan pemerintah teritadap pegawai negeri  bukan
bendahzrawan yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya telah menimbulkan kerugian bagi negara.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut di atas, banyak kasus kerug;an negara
yang teradi pacla unit-unit i lingkungan Departemen Keuangan belum
dilaporkan kepada Menteri Kouangan atav sudah dilaporkan tetapi belum
memperoleh penyelesaian secara tuntas bahkan proses penyéiésaiannya '*
memakan waktu yang cukup lama.

. MAKSUD DAN TU AN

Malksud diterbitkannya  Keputusan  Menteri reuangan ini adalah - untuk
memberikan petunjule kepada Kenala Kantor/Satuan Ker]a/para Ptmpman af
linglkungan  Departemen leuzngan, guna mnnanganam masalah. keruglan
negara yang meniadi tanggung iowabnya, agar proses penyelesalan knrugian

negara dapat dilaksanalkan sebagaimana mestinya. i _
Tujuannya adalah agar kerugian negara yang terjadi di Imgkungan "epartemen

Keuangan segera clapat ditangani sesuai dengan peraturan Qerundang-
2
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undangarn yang berlaku, sehingaa kerugian negara dapat segera dikehﬁbal'ikan

disamping itu dengan adanya Jutlak ini disiplin dan tanggung Jawab para

peuawal,’plmpinan cdopat ditingkatkan serta administrasi memadl Iebrh*!:ertib

C. PENGERTIAN ISTILAH O

1. Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan, selanjutn'{.?a disebu:ili

[y |

Kerugian Negara, adalah berkurangnya kekayaan negara yang diseﬁabkad’ﬁg;‘:.“

oleh suatu tindakan melanggar hukum  atau kelalaian seseorang dan atau
disebabkan sesuatu keadaan i luar dugaan dan/atau di fuar kemampuan

manusia (force majeure).

. Jumlah Kerugian Negara adalah perhitungan berkurangnya kekayaan negara

yang ditetapkan dengan  bukii-bukti yang sahih (masuk akal, dapat
dipertahankan, mempunyai dasar kokoh).

. Kekayaan Negara adalah uang dan atau barang milik negara yang

berasal/dibeli denoan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari
APBN atau yang diperoleh (e -ngan  cara lain  yang sah, yang
dikuasal/dibawah pengurusan Brepartemen Keuangan baik di dalam maupun
di luar neger].

. Tindakan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang

[2in atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat,

- Kelalaian adalah tidak melakukan sesuaty sesuai dengan surat perintah atau

dengan suatu akte sejenis {Kontrak, SPK, dsb) telah dinyatakan ialat{mgkar
(wanprestasi) atau jika pernyalaannya sendiri menetapkan bahwa pihak
yang berkewajiban ity harus dianggap lalai/ingkar dengan lewatnya wakty

yang ditentukan.

- Force Majeure adalah suaty keadaan yang telah terjadi di  luar dugaan

dan/atau kemampuan manusia,

il i § i e

b K




terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan sebagaimana dimaksud pasal
74 ICW dengan  tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suaty

B /7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan

kerugfan yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari perbuatan mefanggar hukum yang dilakukan cleh pegawai
negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan atau melalaikan tugas

kewajibannya.

8. Pegawai Negeri adalah mereks yang telalh memenuhi syarat-syarat- yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undancan  yang berlaku, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan  diserahi tugas dalam suatu jabatan

ey I A T Py Pt I A b g
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negeri atau diserahi tugas necgara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
suatu  peraturan perundang-undangan  dan digaji menurut peraturan

perundang-undangan vang beriaky,

Kepala Kantor/Satuan Kerdja  adalah  Sckretaris Jenderal/Inspektur
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepata/iKetua Badan pada tingkat pusat dan
Kepala Kanwil/Kepala unit vertilal ¢ il tingkat daerah, o

©

Datam hal kantor/satuan kerja ditutup karena perubahan struktut orgamsa5|
maka yang dimaksud kepala kantor/satuan kerja adalah p!mﬁrnan umt

10. Hubungan sebab akibat antara kerugian yang ciderita oleh negara dengan
~ perbuatan melanggar  hukum/keialaian pegawai  negeri bersangkutan,
P adalah  kerugian negara yang harus merupakan akibat secara langsung
ataupun  tidak langsung  karena perbuatan melawan hukum dan/atau

kelalaian pegawai negeri dolam rangka menjalankan tugas kewajibannya.

11, Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak (SKTM) adalah keterangan yang
merupakan pengakuan  serta kesanggupan secara tertulis di atas meteraj
yang cukup dari  pegawai negeri - bukan bendéfmrawan untuk

Eselon I di flingkungan Departemen  Keuangan yang membawahlp_
pegawai/pejabat bersangkutan, T

.." I
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

mengembalilken ferugian neoria secara damai dalam waktu tidak lebik dars

24 bulan.

Surat Pernyataan Bertangguna jawab (SPB) adalah pernyataan tertulis yang
dibuat oleh pegawai negerifpihak  ketiga yang merugikan negara dan
merupakan pengalkuan serta kesanggupan imtuk mengganti secara sukarela
walaupun jumiah kerugian negara belum dapat dipastikan..

Penghapusbukuan Piutang Negara (PPN} adalah rangkaian kegiatan urituk
menghapuskan suatu piutang negara dari  administrasi piutang,negara
yang berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih. PPN ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Kenangan dan tidak menghapuskan Hak Tagih
Negara.

Penghapusan Piutang Negara adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk
menghapuskan suatu piutang negara dari  administrasi piutang negara
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (nasional) karena
berdasarkan alasan-alasan daluwarsa menurut KUH Perdata. ‘

Pihak Ketiga acfalah orang atau badan yang bukan pegawai negen tetapl
dianggap ikut bertanggung jawab atas kerugian negara, '

Pembebasan Tagihan Negara adalah upaya untuk mensadakan kewajrban
seseorang untuk membayar hutang kepada negara baik seb,ag!an atau
seluruhnya yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya "am'asarkan
dlasan  pertimhangan keadilan,  kondisi  sosia ekonomn* pegaw‘al

I
I X

bersangkutan. 4 ,

Pengawasan Meickat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersafa;r
pengendalian yang terus mencrus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas
bawahan  tersehut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana Kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

s




R o M Sl s et e s s e e FERTIES SR — e e e A T T R L e o L Mk e SRR s e e 4 pee o o o e o

St R SV PESR—
- = Lo e

A

PR =N

D. DASAR HUKUM

. Undang-undang Perbendahorann Indonesia (Indische Comptabiliteitswet)
Staétsblad 1925 Nomor 412 sebagaimara telah  diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-undang Nomor @ Tahun 1968 (Lembaran Negara
Republik Induiesia Tahun 1958 Nomor 53);

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW, Staatsblad 1847 Nomor 23);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Neaarg Republik Indenesia Tahun 1971 Nomor
19);

4. Staatsblad 1901 Nomor 241 yiing telah diubah terakhir dengan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1940 Nomor 33 tentang Pelaksanaan
__Pasal 74 1Cw;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176):

P .
[ 6. eraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata

Cara Pelaksanaannya pada Peradiian Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonbesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2448): "

7. Keputusan Presiden Momor Z1 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negaia; , .

8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pe!aksanaan APBN

sebagaimana telah liuhah teralhir dengan Keputusan Dresn:len Nomor 6
Tahun 1999; '

9. Keputusan Presidon Nomor 122/M Tahun 1998,
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0. Instruksi Presiden Nomor '+ 1zhun 1968 tontang Penertiban -T-.ata_'.t!.s_?‘“a

Keuangan Negara; }

11.F<e;5utusan Menteri  Keuangan  Nomor 217,‘KMK_.Q_3/1'%Q0 f;'c;;tgnEang
Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Penddhatan é’lan

Belanja Negara;

1. Keputusan Menteri Keuangan Momor 129/KMK.01/1991 tentang Tata_Cai:a
Pembayaran Ganti Rugi, Pelaksanaan Puiusan Pengadilan Tata Usahi:.

Negara;

13. Keputusan  Menteri Keunnoan  Nomnr 376/KMK.01/1998 tentang
Pengurusan Pittang Negara;

14. Keputusan Menter Keuangan Momor 470/KMK.01/ 1994 tentang Tata Cara

Penghapusan can Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara;

rlagila—
15.5urat Edaran Sekretaris Pertama Gubergemen tanggal 14 Maret 1928

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 11617) tentang Tuntutan Ganti Rugi
Pegawai'Negeri;

16.Bijblad 12454 oo Surat Edaran Menter Kevangan tanggal 9 Januari 1954

Nomor 1811/GT {(Tambahan Lembaran Negara Nomor 1113) tentang

Kerugian yang Diderita oleh Negara Karena Penggelapan atau Perbuatan
Lain;

17.5urat Edaran Perdana Menterl Momor 3/R.1/1956 tanggal 13 April 1956
(Nomor 8487/56) jis. Surat Inspektur Utama Pengawasan Intern dan
<husus  Badan Pemeriksa Keuangan  Nomor 747{Insp.PKN/VII1/1996
tanggal 20 Agustus 1996 perinal Pendapat Tentang Harga Taksiran jo.

Surat Direktur Jonderal Anggaran Nomor 5-5060/A.5/51/1996 tanggal 23
Oktober 1994 nOorihgl H

Kelalaian;

argn Taksiran Kendaraan Yang Hilang Akibat
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18.5urat Edaran Manteri Keuanaan Nomor SE-55/MK.1/1986 perihal Petunjuk
Mengenai Tirdakan yang Harus Dilakukan Apabila Terjadi Kasus Kerugian

Negara;

18, 5urat Mahkarnah Agung Nomor 37/T.4/88/66/PID perihal Fatwa Mengenai
Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub ¢
Undang Undang Nomor 3 Talwm 1971); -

20.Surat Edaran Jaksa Agung Momor KPC/i8156/24 (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 936) perihal Penggelapan atau Pencurian Uang, Barang
Kepunyaan Negara oleh Pegavni Negeri

21.Keputusan Direktur Jendern Anggaran Nomor KEP- 7/A/54/0193 tentang
Pedoman Peratausahaan Piitang Negara dan Pengelolaan rPenenmaan
Negara Bukan Pajak pada Xantor Perbendaharaan dan Kas Nfzgara ﬂan
Kantor Wilayah Direltorat Jendarat Anggaran; . 1-’

-—.' o
- —’. §.
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22.5urat Edaran Direkiur Jenieral Anggaran Nomor SE-14?/A/51/1094

tentang Penggunaan SPM Tormat Baru  dalam Implementasi Slstem._\
Akuntansi Pemerintah.
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TAB JI

PENGCUNGIAPAN LT LAPORANM DAN PEMBUKTIAN

A. PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA

1. Pengungkapaii Kerugian Negara

Kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi yaity : -~

a. Pengawasan Melekat (Waskat) v

. Informasi Lain v B o

Apabila di dalam pelaksanaan pengawasan  melekat  diketemukan/
diduga terdapat kerugian negara, maka pengungkapan kerugian negara

tersebut dilakukan sesegera mungkin pada kesempatan ‘pertama

(Contoh Form-1i).

. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional

1) Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan; - ~ |

2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pambangunan (BPKP),' R

3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). "’
Apabila dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dttemukanfdlduga
terdapat kerugian  negara, maka pengungkapan kerugran__ negara
tersebut  dilakukan sesegera mungkin pada kesempatan""'pertama

- f‘i

(contoh Form-1). LR

1} Pemberithan, bails dar koran, majalaly, radio, televis! maupun mediaj,@,__

W

massa lainnya;

2) Pengaduan, yang dapat berasal dari perorangan/ kelompok maupun

lembaga/badan hukum:

3) Keputusan  pejabat ydng berwenang vyang  sudah mempunyai
9




kekuat>n hukum tetap.

A Dalam hal diperoleh informasi melalui sumber-sumber dimaksud, maka
) ! Biro Kevanoan dapat meongupayakan data tertulis mengenai  hal

tersehit,

Biro Keuangan sclanjutnya dapat minta kepada unit di mana diduga
- terjadi peristiwa vang merugikan negara agar segera melaporkan hal
tersebut menurut tata cara pelaporan sebagaimana diatur dalam Bab I

B Petuniuk ini (contoh Form-3).

d. Pengaduan Melalui Kotak Pos 5000
Pengungkapan adanya peristiwa yang merugikan negara dalam hal ini
dilakukan oleh masvarakat vang disalurkan melalui Kotak Pos 5000,
: Unit yang diduga terjadi kerugian negara wajib segera memberikan
- | tanggapan atas pengaduan tersebut secara hirarkis melalui pejabat
- Eselon 1 kepada Menko Wasbang/PAN dengan tembusan kepada

Menteri Keuangan t.p. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal
Departemen Keuangan, |

2. Pengelolaan Informasi

¥ 3. Setiap Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib meneliti  apakah _ihformasi

i
2
i
ir
i
t,-
i:
3

H

} b. Apabila informasi tersebut mengenai/bernubungan dengan kekayaan

i.
*

2
I
4

i

3

3
g
t
{
Ly
ke
!"'.

yang diterima tersehut mengenai/berhubungan  dengan kekayaan
' negara yanq diurus/menjadi tanggung jawabnya,

negara yang diurus/menjacli tanggung jawabnya, maka Kepala
Kantor/Satunn Kerja wajilh meneliti kembali apakah hal tersebyt telah
memenuni syarat  untnl ditindaklanjuti - dalam rangka proses

penvelesaian kerugian nenarad,

¢ Penelitian pada huref b di atas dituangkan dalam bentuk Befité_ﬁcéra

Pemeriksaan;Pene!itian, dimaksudkan  untuk memperoie_h" kebastién




mengenai ¢

13 Jumlah/besarnya keruginn negara;

. . 2) Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas fefiiadinYa-.k?fUQfa“
: negera;
v s 3) Bukti-bulti tertulis vang dapat r1ipertanggungjawa:lgkaﬁ:;ﬂ. untuk

mendukung butir 13 dan 2) di atas.

3 B. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA
' 1. Kewajiban Melapor

‘f.‘i'-. .

Apabila terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa

negara dirugikan di lingkungan Departemen Keuangan, maka :

3. Pegawal atau pejabat di lingkungan Departemen Keuangan yang
mengetahul adanya hal tﬂ:sr-'but wajib segera melaporkan kepada

. atasannya secara lisan ataupun  tertulis (Pasal 2 huruf j Peraturan
SR Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) (Contoh Form-4),

et g

b. Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengetahui atau menerima laporan
tentang adanya hal terschut dj atas, selambat-lambatnva satu hari
setelah  mengetahul  atau mendapat  laporan waijib melakukan
penclitian/pemeriksaan  atas kejadian atau  sangkaan/ dugaan

- tersebut, dan melaporkannva  sesual dengan tata cara yang tersebut

- pada butir 2 berikut ini.

2. Tata Cara Pelaporan dan Tindakan yang Harus Dilakukan

- - 3. Bilamana terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan
2 bahwa negara dirugikan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil

tindakan sebsgal borikut -

1} Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pegawai Negeri

Bukan Bendaharawan.




¥ a) Mernbuat Berita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5);

b) Mengupayakan penyelesaian kerugian negara dengan cara damai

‘ , _ menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB III A petunjuk
- ini;
) F ¢) Selrmbat-ambatrys  tujuh hari setelah terjadi kerugian negara

atatl terdapat  sangkaan/dugaan  bahwa negara dirugikan,_

L il
ol e

membuat faporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris

TR et
o T

Jenderal  Departeman  Keuangan (Contoh Form-9), dengan

melempirkan :

(1). Daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian négara
quna keperluan proses tuntutan ganti rugl yang te!ah dHSI

lawabannya (Contoh Form- 103;

. (2). Berita Acara Pemeriksaan {Contoh Form~5)" '

(3). Apabila Kerugian negara dapat dlselesarkan dengan cara
damai, difampirkan pula Surat Pernyataan Bertahgguhg

jawab (SPB) apabila jumlah Kerugian negara Eaelum past:

{Contoh Form-&), atau Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTM) apabila jumtah Kerugian negara sudah pasl;!

. {Contoh Form-7;

‘; (4). Bukti-bukti lain vang berkaitan dengan kasus.
Tembusan laparan disampaikan kepada ;

. (1). Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

v , ' Inspelktur Jenderal Departenon Keuangan;

(2). Pejabat Eselon 1 u.p Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;

(3). Sekretaris Jencleral u.p Kepala Biro Keuangan Departemen

12




Keuangan;

(). Atasan Lang=ung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

2) Kerugion Negara yang Diskibatkan oleh Perbuatan  Pihak Ketiga

(Pencudian, Perampokan dan sebagainya).

a) Melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak
Kepolisian setempat (Contoh Form-11);
e D) Membuat Berita Arara  Pemeriksaan terhadap pegawai/pejabat
£ '
. yang bertanggung fawab  atas pengurusan  uang atau barang
f yang dicuri, dirampok, dan sebagainya, yang dibuat menurut
. Form-5 seperti contoh terlampir:
1 | ¢} Menaupayakan peryelesaian ke erugian negara dengan cara damai
) i menurut tata cara sehagaimana diatur dalam BAB III A,
} d) Selambat-lambatnya tjuh hari setelah terjadi kerugian negara
) ,‘ atau  terdapat sangkaan/dugaan  bahwa negaré dirugikan,
membuat [aporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretans
Jenderat  Departemaen Keuangan (Contoh. _F,Q_rm—9l),. dengan
t melampirkan B :
; (1). Daftar Pertanyaan untuk Menvisun Laporan Kef‘ glan Negara
- f (wna Keperluan Proses Tuntutan Ganti Rugl (Contoh Fo
"! -,.
10}, yang telah diisi jawabannya; LA
A (2). Perita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5); :
(3). Fote copy Laporan Kejadian (Contoh Form-11); -
L]

(4). Surat Ke eterangan dari pihak  Kepolisian setempat di Tempat
Kejadian Perkara (TKP).

(5} Bulti-bukti lainnya yang berkaitan dengan kasus.

13




Tembusan laporan dissinpaikan kepada ;

(1). Ketrin Badan Pervoriksa Keuangan (BPK-RI), Kepala Badan
Pengawasan  Keuangan dan  Pembanguran (BPKP) dan
Insnektur Jenderal Departemen Keuangan;

(2). Pejabat Cselon I u.p Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;

(3). Kepala Biro Keuangan Departeman Keuangan:

(4). Atasan langsung Képaia Kantor/ Satuan Kerja bersangkutan;

3) Kerugian Negara yang Dinkibatkan oleh Peristiwa DI luar Kemampuan

Manusia (Force Majeur)

a} Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai/pejabat
yang bertanggung jawab atas pengurusan uang/barang {Contoh
Form-5);

b) Membuat: laporan kejadian kepada pihak berwajib (Contoh. Form-
11});

C} Selambat-lambatnya tujuh hari setelah terjadi kerugian negara,
membust laporan kopada  Menteri Keuangan u.p Sekretaris

Jenderal Departemen Keuangan, {Contoh Form-13) dengan

melampirkan ;

(1). Daftar Pertanyaan untuk Menyusun Laporan Keruglan Negara
Guna Keperluan Proses Tuntutan  Ganti Rugi (Contoh Form-
10), vang telah diisl jawabannya;

(2). Berita Acara Pemerilsaan (Contoh Form-5);

(3).

(bl!( Dda

Tembusan laporan diserpaikan kepada :

H
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(1} Ketua Badan Pomeriksa Koeuangan (BPK-RIYE 'Kkp
Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan

tnspektur Jenderal Departemen Keuangan;

(2}. Pejabal Eselon 1 u.p Sekrelaris unit Eselon 1 bersangkutan;}_.;?_. !

(3). Kepala Biro Keuangan Deparlemen Keuangan;

(4}, Atasan langsung Kepala Kantor}Satuan Kerja bersahgkutan;

b. Apabila kerugian nega}'a yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai
hegerl bulkan  bendaharawan tersebut mengandung unsur tindak
pidana khusus (lindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam
Undang-undang Nomor @ 3 tahun 1971 dan atau tindsk pidana
ekenomi sebagaimana cdimaksud dalam Undang-undang Nomor : &
tahun 1955}, Dalam laporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretatis
Jenderal Dapartemen wuangan tersebut wajib dinyatakan adanya
unsur  pidana khusus, sedangkan penyerahan perkaranya kepada

Kejaksaan dilakukan setelah dipercleh potunjuk dari Menteri Keuangan
€q. Kepala Biro Hukum dan Humas,

C. Apabila  Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak dapat menyelesaikan "
sendiri permasalahan dimaksud, selambat-lambatnya tujubh hari setelah
diketahui adanya kerugian  negara harus melaporkan kepada Menteri
Keuangan u.p Sckietaris Jenderal Departemen Keuangan, disertai

dengan  dnlumen-dokumeaen yang berkaitan dengan kasus, {Contoh
Form-14). |

Tembusan laporan d isampoikan kepada :

1) Ketua Padan  Pemorivsa Keuangan (BPK-RI), Kepala Badan

Pengavasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur

Jenderal Departernen Keuangan;
15
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2) Pejabs Faclon T u.p S mtams unit Eselon I bersangkutan;
3) Kepah=1nolxeunnganiﬁrpanenuﬂwKeuangan

4) Atasar bangsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan; :

d. Pejabat Aisan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja yang menerima

tembusan laporan dimaksud pada butir 2 huruf ¢ di atas, waer
menyampaikan  pendapal  kepada Pejabat Eselon I bersangkutan
melalui Sekretaris unit Eselon 1 selambat-lambatnya. tu;uh han seJak

menerima tembusan laporan tersebut, mengenai :

1) Sanks! kepegawaian bordasarkan peraturan perundaﬁg-'u_hdan'gan

yang berlaku, dan/atau:

2) Usulan penyelesaian kerugian negara bersangkutan, o

e. Sekretaris  unit Eselon [ meneliti tembusan laporan dimaksud pada*'

butir 2 dan pendapat atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja
untuk kemudian menyampaikan pendapat dan usul huruf ddi atas
kepada Pejabat Eselon T her sangkutan.

f. Pejabat Esclon I bersangkutan dapat langsung memberikan putusan

atas pendapat dan usyl yang disampaikan oleh Sekretaris unit Eseion I
berkenaan,

g. Pejabat Eselon 1 bersanglutan melaporkan dan memberikan pendapat

serta  usul tentang penyelesaian huruf d di atas kepada Menteri
Keuangan W.p. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan yang
meliputi

1} Apakah terhadap pegawai negeri bersangkutan dapat dikenakan
sanksi disinlin berdassrtan peraturan perundang-undangan yang
berlaky;

K¢



2) Apakah "orugian negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Kepada pagawai nageri borsa ngkutan;

3) Apakah dalam kasus kerugian  negara  tersebut mengandung
unsur tindak pidana khuses dan apakah perlu diserahkan kepada

Kejaksaan;
4} Apakah kerugian negara dopat diselesaikan secara damai.

h. Pelaporan tindak lanjut penyclesaian kerugian negara  dilaksanakan
oleh Kepaia' Kantor/Satuan Kerja kepada  Menteri Keuangan w.p,
Sekretaris_ Jenderal Departemen Kevangan sebulan sekali (Contoh
Form-15).

Tembusan laporan tindak lanjut tersebut di atas disampaikan kepada
1) Sekretaiis unit Eselon I ;

2) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

J) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.. " -

€. PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA o

3
!

: &
Dalam  hal terjadi kerugian  negara  oleh pegawal  -negerf
bendaharawan.

. Oleh  karena fengungkapan pertama  pada umumnya tidai;/be!um E
cukup memberikan data/bukti vang kuat untuk keperluan suatu tuntutan %:q
ganti rugi, maka setelah Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan
kerugian  negara tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan
adalah segera mengadak_an penclitian dan mengumpulkan bahan bukti
untuk n“{elengkapi laporan yang telah disampaikan, yaitu mengenai :

a. Peristiwa terjaclinya kerugian negara;

i7
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b. Jumlah kerugian negara yang pasti;

c. Slapa saja yang tersangkut (pegawal negeri, pejabat maupun pihal:z
ketiga); o W

d. Unsur salah (besarfkecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;

e, Keterangan lain yang' dapat dipergunakan ssbagai bahan
pertimbangan, misalnya adanya Keputusan Hakim, jumlah yang telah

diganti dan sebagainya.

- Dalam rangka pengumpulan data dan ponelitian mengenai  kerugian

negara oleh l“‘cpala Kantor/Satuan Kerja dapat  dibentuk Tim Percar
Fakta.

Perlu tidaknyn pembentukon Tim  dimalksud tergantung  pada bobot

permasalahan kerugian negara.

. Hasil penelitian dan pengumpulan bahan bukti mengenai kerugian negara

tersebut dilaporkan  kepada Menteri Kevangan u.p Sekretaris Jenderal

Departemen Keuangan dengan menunjuk pada laporan sebelumnya.
Tembusan laporan tersebut ¢ atas disampaikan kepada ;

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK-RI), Kepala Badan
Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur
Jenderal Departemen Keuangan:

b. Pejabat Esclon T u.p Sekretaris unit Eselon bersangkutan;

€. Kepala Biro Ketangan Departemen Keuangan;

d. Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

. Kepalé Kantor/Satuan Kerja wajib menyimpan bukti-bukti/berkas-berkas

yang berkaitan dengan kerugian negara tersebut.

SR
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PENETAPAN IESARMYA KERLIGTAN NEGARA T

Jumnfah kerugian negara marupakan unsur yang menentukant dEHam rangka
menetapkan besarnya beban yang harus dltanggung oleh plhak 'gang

mengakibatkan timbuliya kerogian negara. ,f' .J,,-

Pada prinsipnya mengenai besarmya Tuntutan Ganti Rugi tldak boleh,

melebihi jumlah kerugian vang diderita negara. Untuk itu perlu d:berll-:an_:

petunjuk ringl<as sebagai borilaut

1. Kerugian berupa vang.

Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan jumlah selisih kurang

yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya.

2. Kerugian berupa barang.

Pada dasarnva besarnya kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga

pada saat harang hilang/rusak.

Agar febilh jelasnya untulk masing-masing jenis barang ditentukan

sebagat berikut

a. Kendaraan Bermotor

1). Jumiah kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pasar

resmi pada saat kejadian (hilang) yaitu nilai jual kendaraan
bermotor untuk monghitung BBNKRB di instansi yang berwenang
(Kopolisian/Samsat) vang berlaku pada saat kejadian (barang
hilang).

Z2). Juralah kerugian ncgara, antara lain tabrakan, nilai - kerugian

- 3).

negara ditetapkan berdasarkan nilai kerugian/biaya perbaikan.

Khusus terhadap supir yang dalam rangka tugas jabatannya
selaku demikian vang dalam tugas dinasnya mengemudikan
Kendaraan dinas bila terjadi tabrakan yang disebabkan oleh
kelalaiannya  maka  yang  Dersangkutan bertangguhgjawab
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sebesar 10 (snptmjh) persen dari blaya perbaikan kendaraan

tersebut,

. Barang peralatan kantor (bukan mesin) dan barang-barang lainnya.
Jumlaly kerugian ncgora ditetapkan berdasarkan standar nitai jual
sesuai SKB antara DIA dan Bappenas yang dikaitkan pula dengan
standar harga sesuai SK Kepala Dacrah Tingkat 1 dengan pembanding
harga pasar atau biaya perbaikan dalam hai terjadi kerusakan. parang.

. Barang peralatan mesin-mesin kantor. _ _ ,

Jumiah kerugian negara ditetapkan berdasarkan standar nrlau Jual yang
diterbitkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Negara setlap tabun
- dengan pembanding harga pasar atau biaya perba!kan daJam ha Jter]adl

kerusakan barang.

2
____._;_.

. Berbagai jenis obat dan Peralatan Madis.
Jumlah Kerugian Negara ditetapkan berdasarkan standar harga Mofeh
Direktorat Jenderal POM Departemen Kesehatan dan Pedagang Besar

Farmasi setempat pada saat kejadian atau biaya perbaikan dalam halk |

terjadi kerusakan barang.

. Bangunan.

Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan perhitungan perkiraan
. nilai barang (bangunan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dikurangi penyusutan

sesuai ketantuan yang berlaku yaitu :

1). Bangunan Permanen sebesar ... 2 % per tahun
2). Bangunan Semi Fermanen sehesar ..... 4 % per tahun
3). Bangunan Darurat sebesar .................. 10 % per tahun
Untuk 1), 2), dan 3) diatas penyusutan tidak boleh melebihi batas

tertinggi sabesar 80 %,
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f. Tanah

Jumlab kerugian nema ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual
tanah vang berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang
diterbitkan oleh Dircktorat Jenderal  Pajak, juga memperhatikan

pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun
bersanckutan.




RABIII

PENYELESATAN KERUGIAN NEGARA

PENYELESAIAN DAMAT

Setelah dilekulian penelitian, apabila ternyata terdapat bukti kuat bahwa
Seorang pedawal negeri bukan bendaharawan  baik  sendiri maupun
bersama-sama  dengan pegawai/pihak ketiga telah melakukan pelanggaran _
dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka dalam upaya
memperoleh pengantian atas kerugian negara tersebut Kepala Kantor/Satuan
Kerja dapat melakukan penyelesalan setempat dengan ketentuan bahwa
pegawal negeri yang bertanggungjawab dapat mengembalikan kerugian
negara yang menjadi tanggungjawabnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung

sejak kerugian negara diketahu,

Jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan, Kepala Kantor/Satuan Kerja harus
berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai sedini mungkin
untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang diderita oleh negara
dengan sepenuhnya, dalam walty yang sesingkat-singkatnya dan dengan
jaminan vyang Cukup sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh

fegara.
1. Syarat Syarat Penyelesaian Damai
Kepala Kantor/Satuan Keria  mengusahakan menyelesaikan kerugian

negara secara damai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Jumiah kerugian negara sudah dapat diketahui dengan pasti;
Kepastlan jumiah kerugian negara tersebut ditetapkan oleh pe;abat
Eselon T bersangkutan dengan bepedoman pada BABII D Juklak ml




b, Adanya  pengakuan dai 1 pernyataan bertanggung]awabrl sgcara fgrtuhs
dan keinginan pegawal negeri bukan bendaharawan untuk menggantt
dengan  sukarels atas keruglan negara  yang clmyatakan dengan

i " membuat dan menandatangani di atas meterai cukup Surat Pernya_;;aan

Bertanguung jawab (5PB) apabila jumlah kerugian negara belum pasti

(Contoh Form-6), atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak

(SKTM) apabila jumlah kerugian negara sudah p.asti (Contoh Form-

7);

¢. Penyelesaian secara damai dengan SKTM harus disertai dengan jaminan
yang nilainys sepadan dengan jurnlah kerugian negara, yang dopat

berups -

1). Surat-surat berbarga;

2). Surat-surat tanah;

3). Surat-surat kendaraan bermator;

4). Bukti-bukti kepemilikan rumah/bangunan.

Penyerahan surat-surat/bukti-bukti jaminan tersebut disertai dengan :
1) Surat Pernyataan Jaminan {Contoh Form-16), dan

2) Surat Kuasa untuk Menjual/Melclang/Menagih dari pegawai negeri
bersangkutan atau yang diberi kuasa untuk itu bilamana yang
bersangkutan tidak melaksanakan isi SKTM (Contoh Form- 17)

Asli surat-surat/bukti-bukt! jaminan serta Surat Pernyataan Jaminan dan
Surat Kuasa untuk Menjual/Melclang/Menagih - tersebut diserahkan
kepada Kepala Xantor/Satuan Kerja, sedangkan tembusan/foto copynya
oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja disampaikan kepada Peja'bat Eselon I
barsanglkutan. |

d. Pemuiihan kerugian negara tersehut dilaksanakan da'!am waktyu tidak
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lebih dari 24 (dva pulih empat) bulan, terhitung sejak tanggal
SPB/SKTM ditanda ta ngani:

e. SPB/SKTM dibuat dalar rangkap 6 (enam) df atas-kert_és' - Qang
bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja

bersangkutan.

2. Tahap Tahap Penyelesaian Secara Damai

a. Penyelesaian damal  untuk kerugian negara yang belqm'; dapat

dipastikan jumlahnya.

1)

2)

3)

I ‘fl;_- ’
Untuk menjamin kepentingan negarg, walaupun kerugian negara

jumlahnya belum dapat dipastikan, pegawai negeri yang meruglkan
- negara tersebut dapat menyatakan bertanggung jawab atas seluruh

kerugian negara dengan membuat SPB yang diketahui oleh Kepala
Kantor/Satuan Kerja.

Kepala Kantor/Satuan Kerja Isebefum menandatangani  untuk
menyetuiui SPB yang dibuat oleh pedawai  negeri bersangkutan
wajib mempertimbangkan  apakah dengan cara tersebut kerugian

negara dapat dipulihkan,

Kepala Kantor/Satuan ierja bertanggung  jawab atas SPB yang

telah ditandatanganinya,

Berdasarkan SPB terschut, Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan
hal tersehut kepada Peinbat Eselon I dengan melampirkan:

a) Asli SPB:

b) Bukti tertulis vang dapat mendukiing kepastian jumlah kerugian

negara,

)t



1)

5)

6)

c) Copy surat-surat jaminan (bila ada);
Tembusan laporan disampaikan kepada :
a) Menteri Kevangan u.p. Sekretaris Jenderal;

b) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja. |

Berdasarkan buktl yang disampaikan oleh Kepala Kantor/Satuan
Kerja tersebut Menteri Keuangan cq. Pejabat Eselon 1 bersangkutan

menetapkan besarnya kerugian negara (Form-6.1).

Apabila Pejabat Eselon I memandang bukti yang disampaikan Kepala
Kantor/Satuan Kerja belum dapat mendukung pembuktian jumiah
kerugion negara maka Pejabat Eselon I dapat : '

a) Mencari bukti tambahan melalui Tim yang dibentuknya;

0) Mcminta  pondapat kepada  Sckretaris Jenderal u.p.  Tim
P P

Pertimbangan.

5PB dibuat dalam rangkap enam, lembar asli disimpan oleh K_epala
Kantor/Satuan Kerja bersangkutan, sedangkan lembar selanjutnya

disampaikan kepada :

8) Menteri  Keuangan u.p Sekretaris Jenderal deﬁérté!'men

Keuangan;

b) Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;

c) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan:
d) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersang'kutan;
e) Pegawai yang bersangkutan R ‘%‘*’

Penyampaikan  SPR  dimaksud dongan menggunakan  Surat
25




7)

8)

Pengiriat.

Kepat1 FKantor/Satumn Kerja wajib memantau  pelaksanaan SPB

tersebul.

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan  pelaksanaan
penyelesaian secara damai dengan SPB tersebut kepada Menteri
Keuangan u.p Sekretaris Jendera! Departemen Keuangan melalui

Pejabat Eselon I bersangkutan dan mengusulkan agar

a) Terhadap pegawai negeri  yang tidak melaksanakan isi SPB,
(ilakukan proses penuntutan;

b) Terhadap pegawal negeri  bersangkutan dikenakan sanksi
administratif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
herlaku;

¢) Papat ditetaplkan kembali jumlah kerugian negara. .yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri béfsangkutan

sehubungan dengan adanya bukti baru.

Dalam  memberikan  laporan  tersebut harus dilampirkan bukdi

pendukungnya.

Tembusan laporan disampaikan kepada :

a). Sekretaris unit Fselon I bersangkutan; | '

b). Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan

¢). Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Ker]a ﬁe,rsangkufan,

9) Pejabat Eselon 1 pacia butir 5) di atas selanjutnya meneruskanausu!an

dengan disertal pertimbangan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretans

Jenderal Departemen Keuangan. (ﬂf
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b.

10) Penyelesnion damai ters=but tidak menghilangkan kewajiban Kep'{:‘la

.5,"‘ o
:.*.‘i?\"{: .

Kantor/Satuan Kerja untitk melaporkan kepada :
-a) Pihak Kepolisian setempat dalam hal terdapat unsur pidana umum.

b) Pihak Iejaksaan dalam hal terdapat  unsur pidana khusus setefah -
memparoleh petunjuk dari Menteri Keuangan cq. Kepala Biro Hukum

dan Humas.

Selain itu terhadap pegawéi negeri bersangkutan dapat dikenai sanksi
administratif berupa hukuman disiplin  sesuai  peraturan perungdang-
undangan yang berlaku,

Catatan :

Apabila kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan pihak ketiga, dan
penyelesaian secara damai tidak dapat dilaksanakan, maka :

1). Jika perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mengandung
unsur tindak pidana, Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan proses
penyefesaian selanjutnya kepada pihak Kepolisian setempat:

2). Untuk proses tuntutan ganti ruginya dilaksanakan dengan cara
menyerahkan perkaranya langsung kepada Ketua Pengaditan Negeri
setempat. '

Penyelesaian Damai  Untuk Rerugian Negara vang Jumlahnya Sudah
Dipastikan N

1) Berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditetapkan Menteri Kevangan
Ccq. Pejabat FEselon | borsangkutan, Kepala  Kantor/Satuan Kerja
menawarkan kepada pegawai negeri Dersangkutan untuk men?el_eséikan
kerugian nevara secara damai dengan membuat SKTM, bila 'be'rdasalrkan

pertimbangannya kerugian negara dapat  dipulihkan d'en'g?',"' -' _E'ara




2)

3)

demikian.

Apabila peaawal negeri bosangkutan menerima tawaran’ penyelesaian
damai denian SKTM, Kepala Kantor/Satuan Kerja menyarankan ‘agar
pegawai nogori tersebut membuat dan menandatanga'ni S"KTM 'dalam
rangkap enam selanjutnya ikut menandatangani SKTM sebagal buktl

persetujuan bahwa kerugian negara diselesaikan secara dama

Kepala Kantor/Satuan Keria menyampaikan SKTM kepada :

a) Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal;

£

b) Pejabat Eselon I bersanglkutan;

¢) Kepala Biro Ketiangan;

d) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja;
e) Pegawal negeri bersangkutan;

f)  Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dengan
permintoan agar diterbitkan Surat Penagihan (SPn) bagi pegawai
bersangkutan sejumlah kerugian termaksud dalam SKTM, apabila
kerugian negara akan dipulihkan dalam waktu lebih dari satu tahun.

4) Penyelesaian kerugian negara secara damai dapat dilakukan dengan cara:

a) Pembayaran secara Kompensasi.

Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara,

yang dilakukan dengan carg

(1) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan
dan Kns Negara, dipotong sesuai dengan jumiah yang disepakati
melalui  bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa
pemotongan (Contoh Form-20),
Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke
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rekoning  Kas Mevara sebagai bahan laporan tindak IanJut

penyelesaian keriainn negara.

(2) Penghasilan tetap lainnya yana tidak dibayarkan melalui Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara, dipotong sebesar jumlah yang
disepakati dan diseforkan ke rekening Kas Negara, ‘
Dalam hal ini harus dibuat kesepakatan secara tertulis, |

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melampirkan bukti penyetoran
sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

b) Pembayaran secara Langsung.

Pegawai negeri yang bertanggung jawab atas keruglan hegara dapat
menyetor langsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekenlng

Kas Negara.

Dalam hal ini pegawa bersangkutan harus menyerahkan bukti
penyetoran tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan: Kerja-'-::barsangkutan

sebagai bahan penyeiesaian selanjutnya.

Penjualan Barang Jamina:.

’%r
Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat'

kuasa dari Penanggung jawab kerugian negara (Contoh Form:17)
kepada pejabat yang ditunjuk dalam  Surat Pernyatzan Jaminan
(Contoh Form-16).

Hasil penijuatan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar
jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada
penanggung hutang atau ahli waris atau mereka Yang memperoleh
hak.

Apabila penjualan barzna jaminan belum dapat menutup seluruh
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kerugian negara, maka kekurangannya waijib dilunasi oleh penanggung

hutang.

5} Dalam hal terjadi perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara
dan/atau jumlah angsuran sebagaimana tercantum dalam SKTM yang
telah dibuat, maka harus dibuat SKTM yang baru dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Jangka waktu maksimal 24 bulan sebagai jangka waktu pengembalian
kerugian negara tetap dihitung dari tanggal SKTM yang lama.

b} Dalam batas waktu tersebut jumiah kerugian negara dapat dilunasi.

6) Bilamana penyelesaian secars damai tersebut mengaiami  kemacetan
dan/atau belum terselesaikan pada saat telah sampai pada waktu yang
diperjanjikan  sebagaimana tertulis pada SKTM, maka Kepala
Kantor/Satuan ~ Kerja wajib melaporkan hal tersebut kepada pejabat
esefon I bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :

a) Sekretaris unit Eselon I
b} Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;
€) Atasan La ngsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan_; |

7) Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan [erja wajib  memberikan
pendapat atas fembusan laporan pada butir 6) di atas kepada Sekretaris

unit Eselon 1.

8) Sekretaris unit Eselon I meneliti tembusan laporan pada butir 6) dan

pendapat atasan langsung  Kepala Kantor/Satuan Kerja pada butir ?)
untuk dilaporkan kepada Pejabat Eselon I bersangkutan. '
2} Pejabat Eselon I bersangkutan selanjutnya menindak  lanjuti laporan
tersebut di atas sebagal berikit - B
a) Meneliti apakah langkah yang dilakukan oleh Kepaia Kahtoi_‘,'!gatuén-
10 T "."". E
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Kerja such sesuai dengan ketentuan vang berlaku: K A

b) Menilai apakah langkah  Kepala Kantor/Satuan Kér]'a untu}k
‘._'f"-,-'; |
. menyelesaikan kerugian negara sudah tepat dan dapat dilaksanakan.
€) Menyamypaikan pendapat/tanggapan atas upaya damai yang ditempuh
Kepala Kantor/Satuan Kerja tersebut kepada Menteri Keuangan up.
Sekretaris Jenderal;
d} Bila perlu, meminta bukti tambahan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja

guna mendukung pendapat/tanggapannya tersebut sebagai lampiran

atas pendapat/tanggapan dimaksud huruf c) di atas.

B. TUNTUTAN GANTI RUG]

Penuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan dilakukan apabila
telah tejadi kerugian negara  akibat perbuatan pegawai negeri dalam
melaksanzkan tugas kewajbannya yang dilakukan secara melawan hukum
yang langsung atau tidak langsung menimbutkan kerugian bagi negara dan
yang bersangkutan tidak mau mengganti kerugian negara tersebut secara
sukarela (pasal 74 ICW).

Untuk melakukan proses tuntutan penggantian kerugian yang selanjutnya
disebut Tuntutan Gantl Rugi (TGR), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
schagai berikut :

1. Tindakan Pendahuluan

Dimaksudkan dengan tindakan pendahuluan  adalah upaya untuk
memperoleh  kelengkapan  bukli  sebagai  dasar pertimbangan - untuk

melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi .
Upaya tersebut meliputi :

a. Penelitian buldi

.
1




Oleh karersn proses TGR tersebut dilakukan oleh Menteri/Ketua Lembaga
yang bagiin anggarannya cirugikan, maka beban pembuktiar_j- "—’,“?'f'. pada
Menteri Kouangan sebaani penuntut, sebagal pimpinan departemen

vang bagi=n anggarannya (lirugikan.

Menteri Keuangan cg. Sckretaris Jenderal 'Depantemeﬁ'_j*:KEQapgan
berdasarkan faporan yang  diterima dari- Kepala K_ahtqr/Sa‘t:_qun_ Kigrja

o
[P

dan/atau Eselon I, wajib membuktikan tentang

1) Besarnya jumiah kerugisn negara;

2) Besar/kecilnya kesalahan pegawai neqeri bersangkutan; -

LT
R

3) Hubungan sebab akibat antara kerugian negara dan perbuatan”
melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai

negeri bersangkutan.

Bila dipandang perlu Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal dapat
membentuk Tim Pencari Fakia untuk meiakukan tugas pencarian bukti-
bukti.

Keanggotaan Tim Pencari Fakta ini dapat berasal dari Tim Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disebut Tim Pencari Fakta.

. Perti'mbangan Penuntutan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Tim Pencari Fakta melaporkan kepada
Menteri Keuangan u.p Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan
disertai pertimbangan mengenal perlu  tidaknya dilakukan proses
penuntutan lebih lanjut.

2. Proses Tuntutan Ganti Rugi

Apabila Menter Keuancan atas pertimbangan Tim berkeyakinan bahwa
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terhadap peaawai negeri be zangkutan perlu dilakukan proses TGR, maka

léngkah-fangkah yang periu dilakukan adalah :

a. ‘Menteri euangan c¢q. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
menerbitkan  Surat Pemberitahuan  Ganti Rugi (5PGR)  kepada
pegawai bersangkutan (Contoh Form-18).

SPGR tersebut disampaikan kepada pegawai bersangkutan melalui.
Kepala Kantor/Satuan Kerja dengan membuat tanda terima (Contoh

Form-21 dan Form-22).
Salinan SPGR dan foto copy tanda terima disampaikan kepada :

1) Pejabat eselon I u.p Sekretaris unit Eselon 1 bersangkutan,
2) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;
3) Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersar:gkutan

b. Atas SPGR tersebut pegawal negeri bersangkutan dapat mengajukan
pembelaan diri secara tertulis selambat- -lambatnya 14 i{em;ﬁat belas)
hari sejak diterimanya SPGR tersebut dengan d;sertal buktwbukt: yang

i Sekretahs

Jenderai Departemen Keuangan melalui § Kepala Kantor/Satuan Kerja.

kuat, yang disampaikan kepada Menteri Kevangan u

C. Menteri Keuangan eq. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangam,,?__-_
meneruskan pembelaan  dimaksud  kepada Tim Pertimbangan untuk
memperoleh penilaian don pendapat.

Catatan :

Apabila  pagawai neger yang bersangkutan telah menanda tangani
SKTM, maka penuntutan tidak  dimulai dengan menerbitkan SPGR
te{api langsung  diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi

Tingkat Pertama.

d. Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama.
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2)

3)

1)

~puluh) hari sejak diterimanya keputusan tersehut,

5)

Apabia pegawal neasti yang bertanggung jawab atas kerugian
negarn  mengajukan  pembeloan dan  diterima, maka Menteri
Keuangan segera menerbitkan  Keputusan Pembebasan, dan
disampaikan kepada pegawai negeari bersangkutan melalui Kepala

Kantor/Satuan Kerja yang dibuat {Contoh Form-18.1);

Kepala Kantor/Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan Keputusan
di maksud butir 1) kepada pegawai negeri bersangkutan dengan
membtiat tanda terima menurut (Contoh Form-21 dan Form-22).

Salinan Keputusan dan foko copy tanda terima disampaikan kepada:
a) Selretaris unit Eselon [ bersangkutan;

b) Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan Departemen

Keirangan;

¢) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;
Apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab atas kerugian
negara tidak mengajukan pembelaan diri atau apabila pembelaan
diri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
ditolak, maka Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal segera

menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama,
(Contoh Form-19), dan disampaikan  kepada pegawal negeru

'bersanc kutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kena

Atas Keputusan Pembebanan tersebut, pegawal negew yang
bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Presnden melaqu
Menteri  Keuangan selambat- -lambatnya datam waktu 1.30 (tlga

.|I : -N-||"
Menter! Keuangan selanjutnya menugasi Tim Pertrmbangan untuk

menilai permohonan banding pegawai negeri bersangkutan.

AL
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6) Setelah meneliti permohonan banding, Tm-Pertimbangan-dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} hari wajrb menyampaikan
hasil penilaiannya tersebut kepada Menteri Keuangan me!alm

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.

7} Menteri Keuangan seiénjutnya meneruskan per_mbho_n'ari-_'r__l')ahc;i'ing
dimaksud kepada Presiden dengan disertai pendapa'f dé-’ri 'sa"ran B

8} Dalam hal permohonan banding ditolak, maka Menteri Kmang,an-
meneruskan keputusan tersebut kepada pegawal bersangkutap
melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja dengan membuat tanda terrma

y

(Contoh Form-21 dan Form-22). ,‘

8) Dalam hal parmohonan banding diterima seluruh atau sebagian,

maka Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal Departemen
* ) Keuangan memberitahukan  hal tersebut kepada pegawai negeri
bersangkutan melafui Kepala Kantor/Satuan Kerja dan selanjutnya
akan  dilakukan  penghapusan seluruh  atau  sebagian

tagihan/kerugian negara.
Catatan :

Walaupun  pegawai  bersangkutan mengajukan  banding  kepada
Presiden, leputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama yang
diterbitkan oleh Menteri Keuangan tersebut wajib dilaksanakan apabila
hal tersebut tertuang dalem Keputusan pembebanan dimaksud
(Staatsblad 1904 No. 241 pasal 5).

3. Penyelesaian Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata

1(erugi'an negara bukan kekurangan perbendaharaan dapat diselesaikan
melalui proses TGR berdasarkan ICW scpan]ang hal tersebut belum

daluwarsa.

Menurut pasal @ Staatsblad 1904 Nomor 241, daluwarsa tuntutan terhadap
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Tt b o -

e e .
A A s

At e,

Delanaloi cdnlaly

pegawai nogr i
fahon dihitung seovlah akhir tahun kerugian ity

a. Setelah e lima
diketahui;

b. Setefah feveai delpan abon difitung ~osudah akhir tahun perbuatan

atau kelalaian yong mamehablan keruaizn itu dilakukan;
Dalvarsa untuk tuntinan {oiadap penosapy,  keluarga terdekat‘yang
memperolelt bak, atau ahli »wis adalah liga tahun sejak bendaharawan
mwmgkutan . meninggal dunia,  atay yang

atau  pegawai  neqgeri beyeow

bersanglkutan mengajuknn enbalaan anpa ada keputusan darf pejabat

yang berwenaig,
et sudn’ caluarsa, maka penyelesa:an

Apabila kerugian negara ter -
i dilakubkan berdasarkan ketentuan ICW

kerugian negarn tidak dapal
melainkan menggunakan kelrninan hukum perdata.

. Kerugian Megara yang Dischabkan Forhiatan Melawan Hukum oleh

Pegawai Roger,
1} Atas do=ar iaporen kernnian negara sebagaimana di maksud pada
BAD II B butir 2. peiunjuk ini vaig disampaikan oleh Kepala

Kantor/=atuan ‘erja, Tienteri Keusngan €q. Sckretaris Jenderal

Departomen kenangan “clanjutnya menugasi Kepala Biro Hukum

dan Hubungan Masyarskat untuk menyelesaikan kerugian negara

yang telah daluarsa torehut melalni neraditan perdata,

2) Kepala 2iro 1 idin ¢ 1 hamas molanorkan penyelesaian tersebut

kepada #onteri Kouzieen u.p. Selretarls Jenderal Departemien
Keuang: i donram ten onoan keparin

a) Pejahil Baclon T bes ugkutan;

b} Kepaia Bire Keuancan Depatteme: Keuangan;

c} Alasai Langsimg roala Kantor/“atuan Kerja;

N
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) bopnlafaniorsonem Kerja besangkutan;

b. Kerugian Peoary yang  fisababkan Ferbuatan Melawan Hukum oleh

Pihak Kein

1) Apabili pihak keliga 10k berserlia menyelesaikan kerugian negara
dengan cova damai s~ naimana di maksud pada BAB III A, maka
Cepala Fantor/Satunn tna waiib mencantumkan  hal tersebut
dalam [sporannya kepaddy Menteri Kovangan u.p Sekretaris Jenderal
Departemaen Keuangnn,

2} Menteri Kenangan ca, Sekrelaris Tonderal Departemen Keuangan
selanjuiiya menugas Kepala Biro Hukum  dan Humas untuk
menyeisaikan masalh lersebut Dordasarkan ketentuan hukum
perdat:

3) Kepala Biro Hukum dan Humas e laporkan penyelesaian tersebut
kepada Menteri Keuonnan  wp. Solretaris  Jenderal Departemen
Ketrangan dengan temlwisnn kepada - '

a) Pejabat Eselon T horangkutan; g

B) Kepsla Biro Keuangan Departamen Leuangan

C) Atazan Iangsung bepala Kantor/Satuan Kerja; .

d) Kepola Kantor/Satimmn ierja bersenagkutan; | - P

’ "I II - :a .
4. Penuntutan Berdazarkan Kelen'van Hukum Pidana, i o

Kerugian Negata seinin dapei ciselesalkan Dordasarkan ICW dan ketentuara "
hukum perdata schagaimana iolah diuraitom tersebut di atas, juga dapat

diselesaikan bordasortan kel ninan hukum ridana.

Penyelesaian lidasarian kelontuan hukor pidana ini dilakukan apabila

dafam kerugian negara torsern it memenuhi Tnsur pidana.

Penuntutan Rerdasarkan um Pidana Umum,

w -
o
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“ialF;
L

{erugine loaenn yana oomenuhi nnsur ketentuan hukum pidana
umum s-bhh sebageineana ditenluton dalam KUH Pidana  seperti

pencurin::, pernmpalan, cenggelapan, dan pemalsuan.

' 1) Korginn Negara wvouy disebahlan Perbuatan Melawan Hukum
- | olels peagawai negort,
Keruninn negara yong mamenuhi unsur pidana umum sekali-kali
tidalk diangyap seciecai begitu shja walaupun pegawai  negeri
terselnt telah menoaanti sepenuhnya kerugian negara atau telah
dikenai huluman disiiin berdasmian PP Nomor 30 tahun 1980
{(Sural Fdaran Kejaleran Agung Nomor KPC/18156/24 tanggal 31
Oktobrr 1955),
- 2) Langkah-langkalh  Kepala  Kanior/Satuan Kerja  dalam  upaya
; membantu penyelesaian kerugian negara yang memenuhi unsur
) pidan: tmum adalah
) i

a) Sercra membuat leporan tertnlis dan menyampaikan kepada
kealisian sctempat (contoh Form-11).

Tembusan laporan disampaikan kepada ;
(1). Menteri Keurnnan u.p. Scloetaris Jenderal Departemen
Revangan;

(2). Pejabat - Esclon T u.p  Sekretaris  unit  Fselon I

horsanglkutan:

_—
T
-

Kepatn Biro Kenangan Deparinmen Keuvangan;

(4). Alason Lapsung  Kepala Kantor/Satuan  Kerja

horsanglotan:
b) Menandnkan pansiitian lebib fanjt mengenai kejadian, macam
dan jumlah kerugian. selanjutnys mengambil kesimpulan yaitu

(1). Hieneruslan proses lebih anjut sesual Tuntut‘;an Gaﬁ'tui

TH L »
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b). Denda, Pembavaran uang pengganti dan/atau ;
c). Sanksi-sanksi fain yang dapat dinilai dengan uang.

Tembusan laporan disampaikan kepada :

g5 | 1). Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
* ' 2). Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
? 3). Kepala Biro Kevanozan Departemen Keuangan;

4). Atr=on Langsuna epala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

. Apabila terhadap poasenl pegeri oleh pengadilan dijatuhi pula
hukumony pembayarar uang  penaganti, maka  hal  tersebut
merupakan hutang vong harus dibvoyar oleh yang bersangkutan
kepada negara dan diyarhitungkan ~ebagai pembayaran kerugian
negara. Jika denoan pembayaran lorsabut kerugian negara belum
dipulihkan maka terhadap sisa kerugiannya dilakukan proses TGR

seperti 17iah dikemulanon pada BARITT B butir 2.

C. PEMBEBASAN PENUNTUTAN

v .
1

Terhadap pegownl negerifpibnk ketiga yona bertanggung jawab  atas
kerugian yang diderita oleh nocara dan keprlanya belum dilakuk.an suatu
penuntutan karona tidak culip bukti untul: dilakukan penuntutan, maka
Menterl Keuanoan cq. Sekrelaris Jenderal Pepartemen Keuangan dengan
sbatu - surat dapat membebaskan perontutan terhadap  pegawai

negerl/pihak kelign bersangkulan (contoh Frum-14.1).

Pembebasan perunintan ini tid»' menutup “omungkinan untuk dibukanya
proses penuntistan kembali, aeabila dikernefian harl ternyata diperoleh

bukti baru yana o,

D. PENYELESAIAM KERUGIAMN NIGARA PADA PIOYEK

. I'.I'!III' I. . -
Bila dalam pencalolann proye' 'jadi keruagisn negara, maka langkah yang




e w e, #ﬁiﬁaﬁém'%"-,,;._.w. A

) ha T SN

harus ditakukan b Pombipine frovok adaiah

1.
Eselon T bers naliian deno herpedomian pada BAB 11 C.

Mengupayala:n ponyelrsaion socara daoni sedinl mungkin . dengan

2.
berpedoman nada BAR 11 A,

3. Menyerahkan proses Tunitvion Ganti Rivi kepada Pejabat Esehah I
bersangkutan

4. Mencantumlsan adanya kesogian negarn vang belum  terselesaikan

dalam Berita Scarn Sernh Torinma Proyak dhr Pemimpin Proyek kepada

pejabat unit = rultiiml boresnasinian,

Catatan :
L. Proses Tuntutan Ganli Puoid torhadap mnareka yang bersalah yang

mengakibatkan kervginn nooara ditakulan sebagaimana diatur pada
BAB I B.
Apabila kerucian nocaa Tesesbut dilakilan oleh Pemimpin Proyek

bersangkutan, makn Atassn Langsung =ruktural Pemimpin  Proyek

bersangkutan waiib melaporian kepada Menteri Keuangan melalui

Pejabat Eselon 1 besanglkutan.

Melaporkan «onra Lertulis bonada Menlord Keuangan melalui Pejabat ™
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P s A

tam y“ I‘!

TETTAGSTIHAR

A. DASAR PENAGIHAT! R

b

Uniuk pemulitan karugian negara rorlu dilakulon tindakan penagihanq -

'.J .'\

Dasar dilakukanmya penagihan i+whadap  pegawal negerl yang karena

St

perbuatan melawsn hukume dan/~tag melalailan kewajiban nedg;ara yang);

mengakibatkan kerigian neoara adalah

L Surat Pernyatean Bertanggug jawab {SPB) atau Surat Keterangan?-h.%,__

Tanggung Jawat Mutlal, (SETI) disertasi Surat Kuasa Pemotongan

(zaji/Penghasilal,
surat Keputusnn Pembebanan Ganti P atay  Surat Keputusan

Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Panding yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

. TATA CARA PENAGTHAN

Tata cara penagihan untuk mensefilkan Keruginn negara tersebut dilakukan

sebagai berikut :

L. Kepala Kantor/Satuon  ¥erjar <afam  walty tujuh  hari kerja sejak
diterimanya suiat pernyataan/srirat keputusan/surat penetapan di maksud
hurdf A di atas, meminta kepada KPKN setempat menerbitkan Surat
Penagihan (SPn)  atas  poma pegawai/pihak ketiga yang telah
mengakibatkan/bertanggung jmvab atas Kerugian negara,

2. Kepala Kantor/Satuan Kerja memantau penerbitan SPn dan realisasi
pelunasannya  =serta melaporian - perkemnbangan  penagihan  tersebut

kepada Menter euangan u.p Skretaris Jenderal Departemen Keuangan.
Tembusan fapor an disampaikan lepada

g3




Inspeltors: foncdoint Depemen Keonnoan,

a.

b, Pejabat Es- len Foop Sola ais unit I'selen T bersangkutan;

¢. Kepala Bire cuanoan Depesiomen Kenngan; ‘

d. Atasan Lacostng Kenala * sntor/Satian Kerja bersangkutan; N

C. PENAGIHAN St ARA PAREA

Apabila penagih=n keruginn noena mengalami kemacetan sehmgga tidak

membawa hasi selama tior bolan berturut-turut, maka pqﬂag!han

celanjutnya discialian kepada Padan Urusan Piutang dan Le!ang Negarau

(BUPLNY untuk dilakulean pongaibhan secars roisa.

Froses penagihan sncara paksa torsebut dilakukan sebagai berikut -

2.

epala Kantor/Satuan Keija selambat-lambatnya tujuh hari sejak
menerima  pemberitahuan kemacetan  tagihan dari KPKN - waiib

melaporkan  komacetan i aebut kepada Menteri Keuangan u.p

Sekretaris Jendlaral Deparlemen Keuangan dan dengan  tembusan

Pejabat Eselon T oorsangkutan;
g

Pejabat Eselon [ setelah meneliti tembusan laporan pada  butir 1. dfi
atas selambai-lambatnva tuinh hari menyampaikan pendapat dan usul
kepada Menierl Keuangan w.p.  Sekretaris  Jenderal Departemen
Keuangan amr penagihan alas kerugian negara yang  mengalami
kemacetan discrahkan kopoda Kepala Radan Urusan Piutang dan

Lelang Negara (BUPLEY),

Mentert Keuasunn o, Sebrotaris Jeiioral Departemen Keuangan
menyerahkan piutang macet tersebut lopada Kepala BUPLN sesual
dangan ketonioan vanag heylaton,

Dengan  dizeiaiiiannya 1rindang macet kepada  BUPLN,  maka
pengurusan pinilang sefanininya beralih kepada BUPLN dan sejak saat

Sl




itu KPKN bars o dadon s - aiikan peneihan pivtang tersebut.

4. BUPLN cq. KPP setempat o@nerbitkan keterangan berupa Piutang
vang. untuk Sernentara Relues apat ditagih (PSBDT) dalam hal upaya
penagihan yanr lelal dilale' o terhadop penanggung hutang tidak

membawa hasil

0. PENGHAPUSANMN PILITANG NEGAPS

Penghapusan  piviang negara Jilaksanskan  dalam dua tahap, vyaitu

penghapusbukuan pintang nogars dan penghapusan pivtang negara.
1. Penghapusbulean Pivlang Meoosin

Agar piutang nagara yvano iormasuk dalam Pivtang yang  untuk
Sementara Belum Dapat Diteoih (PSBDT) sebagai dimaksud -dalam
huruf C BAB ini ticdak terus monaras tercatal dalam administrasi piutang
negdara sehinggn dipercieh gembaran yang sesungguhnya mengehai__ '_
jumlah yang akan diterima, maka terhadap piutang te’rSebut,'=p'ériLi.l.

divsulkan untuls dihapushukst-a.

<egiatan yang riiu dilatukan - B N
. g

Ao Menten Keunngan oq. Sekrelaris Jenders! setelah meneri'rna:-‘jiPSBDT }
dari BUPLN (KP3N sctempal) meminta advis kepada BPK-RI untuk

usul penghairisbukuan pittang negara bersangkutan.

b, Dalam hal BRI dapat menyetujui penghapusbukuan  piutang
negara tersebut, rekomendasi darf BPK-RI dipergunakan sebagai
dasar bagi ientori Keuonoan cq. Sekretaris Jenderal Deparemen
Keuangan ik mangusulkan penghapusbukuan piutang negara

tersebut kepowla Manlorf lerangan (nasinnal) melalui Kepala BUPLN.

o

Kepala BUPLH menvampeilkan pertimbangan  untuk  penghapus-

hukuan pivting negaen kepoda Menteri Keuangan.

;-_.,.-'I:_;-.,,_,I.;'-_-.ﬂ,:l_;_; e T e
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d. Atas pertimbangan

epala BUPLN, Menteri

Keuangan dapat
menyetujui atau menolak usu| tersebut.

€. Kepala BUPLN menyampaikan persetujuan atay penolakan tersebut
kepada Menteri Keuangan up. Sekretaris Jenderal selaky penyeraky
piutang. '

f. Dalam  ha Menteri {euangan
penghanustuikuan maka Menteri |1

menyetujui - ysuyi

‘euangan cq. Sekretaris Jenderat
selaku ponyerah piutana menerhitkon keputusan Penghapushukuan
pivtana nogarg sebaani dasar upinl; mengh
buku

Pang pada g Eselon 1
bersang! ntan,

(nasional)

apuskan piutang darj
unit  vertikal, dan KPKN

9. Dalam Dial Menter Keionoan (nasicnal) menolak usul penghapus-
bukuan, maka Menteri Reuangan oo,
tahukan penolakan teranl
2

Sekretaris Jenderal membaeri
it kepada |

Jnit Eselon 1 bersangkutan.
Penghapus:n Piutang Nega -

a. Piutang-pfut:ang Negara
melamparn b

o}

yang {elah
atas wakiy daf uwars
dihapustep dengan kepriy
Prases poinksana

dihapusbukukan setelah
F menurut hukum perdatz dapat
san Monteij Keuangan (nasional) yang

arnya dilakukan olol BUPLN, |
b. BUPLN seielah melakylan penghaptisan

waiib memberitahukan Iop

pittang negara dimaksud
Jenderal

ada Meantari Keuangan up. Sekretaris
PEnyerah piutang

sefalky untuk selanjutnya  secara
hierarkhis meneruskarn pemberiiahuan tersebut
Kantor/Satimn Kerja bersangkutan,

kepada
E. PEMBEBASAN TACIHAN NEGARA

Tagihan Negara diangonn Heak bnenlo untuk

ditngih dan kareng it dapat
g
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dibebaskan {1 2oal 19 1A, A T
LY h

Wy
"

Dasar pertimi=ngan pernbehisnn tagihan negara tersebut adéﬂ‘la"h_ keadilan,
( _,_ :

vaitu selain fovena kondisi sosial ekonomi penanggung hutang  tidak

memadai jua dinilai pegert Darsanglaran mempunyai jasa yang besar

Dengan demiion pembebasai tagihon nogara ini merupakan keuntungan

-
,1]:(.._ I

terhadap negar.

baqi pihak yanag barhutang.

Langkah-fanrikah  dalam upava  penyelesaian admnistrasi lebih  lanjut

berupa pemthasan tagihan negara adalal

1.

Yang berliiinng secara akiif mengajukan permohonan kepada Menteri
Keuangan sccara tertulis dengan melainpirkan bukti-bukti pendukung
yang diprilikan (misalnya: tanda jasa, keterangan tidak mampu dan

sehagainy).

Menteri Kousngan oq. Tim Pertimbanaan meneliti permohonan tersebut
untuk memastikan apakah permohonan tersebut layak diterima atau
ditolak.

3. Dalam hal permohonan layak diterima, Menteri Keuangan meminta

pertimbangan kepada BPK-RI sesuai Surat Sekrelaris Dewan Menteri

Naomor 15219/52 tangaal 5 Agustus 1952,

4. Atas petlimbangan BPK-RI tersebut Menteri Keuangan menerbitkan

Keputusi:n Pembebasan Tagihan Pogara (SK Pembebasan), yang
disampaitan  kepada  pegawai bersangkutan  melalui Kepala

Kantor/Satuon Kerja bersangkutan dengan tembusan kepada ¢

a. Badarr 'omicriksa Kevsngan (BPIC-RT), Badan Pengawasan Keuangan
dan Poinbangupan {(PKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen

Keuaran,

b. Sekreianis unit Fselrn T bersangkuin,
47




¢. Kepala Biro Keuangan Depari:ernen Keuangan;
d. Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

e. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

5. KPKN berdasarkan tembusan SK Pembebasan tersebut menghapugkan

tagihan negara dari buku catatan piutang;

6. Dalam hal permohonan pembebasan ditolak Menteri K'euar]gan,

penolakan tersebut disampnikan kepacda pegawai bersangkutan secara

tertulis.

F. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA

Dalam hal depat dibuktikon bohwa atas jumlah kerugian neg'aré yang
- telah dibayarlcin ke rekening Kas Negara ternyata lebih bes’ar. daripada
yang seharusnya  danfatar vang  seharusnya tidak  dibayar, ‘yang
bersangkutan dapat mengaintan permohonan pengembalian "}{ellébihan
tagihan negar dan/atau yandg felah dibayarkan dengan tata_-__caféi.__; Seba‘Qai

o

herjleyt g

A, e i,

L. Pegawai y~na bersangketan mengajukan permintaan pefigembaliah
. . . . I lI!I"..I .
jumiah uvainn vang telah larlanjur disetor ke rekening Kas Negara
kepada  Founla Kantor/Sotuan Kerja bersangkutan,  dengan

e
e

melampirkan :

J
. f a. Fotocopy landa bukti setor (SSBP) yana jelas;
!

b. Nama U5k tempat pombayaran.

. Kepala Kantor/Satuan Verjn  bersangkuian meneruskan permintaan

- .:'—'“4‘-'—-.,...-.-.
I~

pengembalian tersebut kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN) setempat, dengan mntampirkan
a. Fotocap:y tanda buldi sator (SSBP) vang jelas;

b. Nama b:ot: tempat pembavaran.

13




e

KPKN setempat meminta rekorﬁendasi dalam bentuk formulir PGS 11

kepada Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) bahwa uang tersebut telah

dibukukan oleh KTUA, dengan melampirkan :

a. Fotocopy surat permintaan pengembalian dari Kantor/Satuan Kerja
bersangkutan;

b. Fotocopy tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;

c. Nama bank tempal pembayaran;

d. Surat Kelerangan Paminilman DA.DR.65.

Atas dasar sirat dari KPKM {1orsebut, KTUA menerbitkan PGS 11.

a. Lembar &sli, disampaikan kepada KPKN bersangkutan;

b. Tindasan, disampaikann  kepada  Kantor/Satuan  kerja cq.
bendabharawan bersangkitan,

Atas dasar PGS 11 tersebit, bendaharavan mengajukan SPP ke KPKN

setempat.

- KPKN setelalt menerima SP'F dlari bendaharawan, menerbitkan SPM.

Bendaharaw:n  menyeralikan  SPM lermaksud  kepada pegawai

bersangkutan untuk divangkan.

40 3




BAB V

PENYELESATAN ADMINISTRASI

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

Penyelesalan administrasi dalam hal kekurangan berupa barang inventaris yan@j
terjaci  karena  kesalahan/kealpann maupun  yang  terjadi  di luar
kesalahan/kealpaan pengguna/penanggungfawah barang inventaris dilaksanakan,
dengan berpedoman pada Keputtsan  Menlert Keuangan Nomor  KEP-

470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 fontang Tata Cara Penghapusan

~dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara (terlampir).
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HURORGAN AN TUNTUTAT GANTI RUGI

DEMGAT! 7 ATIKGT LATHTIYA

FHUBUNGAN DEN: AR SANKST FUPTGAWAIARN,

Sanksi ol bidang Tontukan Ganti Rugi yang telah dijatuhkan kepada pegawai
negeri bukan bendaharawan fidal menutup kemungkinan untuk dijatuhkan
sanksi kepegawaian sesuai dengain ketentuan yang berlaku kepada pegawai
negeri bersangkutan.

Pengenaan masing-masing san'i tersebut lidak perfu saling menunggu,
namun demikian apabila sanksi 101 ternyata diputus lebib dahulu maka dapat

dipakal sebagai partimbangan badgi penjatuhan sanksi kepegawaian.

Sebaliknya bila sanicsi kepagavaaian diputuskan lebih dahulu, dapat dijadikan
dasar petimbangan untul menentukan besar kecilnya jumlah pembebanan

ganti rugi yang akan dijatuhkan kepada yang Ijerséngkutan

HUBUNGAN DENGAN SANKST PERDATA/PIDANA,

Apabila putusan hakim pidana vang menjolubhkan sanksi pidana dan telah
mempunyal  kekuatan hukum lctap terhodap pegawai negeri  bukan
bendaharawan, maka putusen hakim  tersebut dapat dijadikan  dasar
pertimbangan untuk menetaplan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Pasal 74
ICW jo. Stbl. 1904 Nomor 241.

Narmun dalam hal putusan hakim pidana memiebaskan pegawai negeri bukan
bendaharawan yang borsangkuian, putusan tersebut tidak dapat dipakai
sebagai dasar untuk membebastan yang barsangkutan dari sanksi Tuntutan

Ganti Rugi.
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A ORGANISASI YANG MFLAKSAM 34 PROSES PENYELESAIAN ‘KERUGIAN

1
A

R :
[ 4

NEGARA
1. Pada tingkat [aerah, Kepaln Yantor/Satuan Kerja di mana kerugiari-_

proses  penyelesaian kerugian;,

et

negara terjadi, ditugaskan membantu
negara tersebut sampai denghn Surat Pormyvataan Bertanggungjawab dan

pelaksanaan penngihan.

Pada tingkat Witayah, Kepala Kantor Wilayah/Atasan Kepala Kantor/Satuan

[Kerja menunjulc npejabat  hovvahannya untuk membantu  proses

penyelesaian kerugian negara di maksud dalam hal penilaian laporan dari
daerah dan memberikan pendapat kepada Eszlon 1.
3. Pada tingkat unit Eselon T, Poiabat Fsefon 1 menunjuk Kepala Bagian
n atau pojabat lbinnya untuk membantu proses penyelesaian

terjvdi di unithya  masing-masing dengan

Heuanga
kerugian negara  yang
menetapkan jumlah kerugian negara dan mengupayakan penyelesaian

damai  serta penguselan leeeda Menlert Keuangan guna  proses

penyelesalannya.

4. Pada  tingkat pusak, Kepalh Piro Keoangon  Departemen  Keuangan

membantu proses penyolosainn erugian neoara,

B. PENATAUSAHAAM KASUS KERUGTAN NEGARA

Dalam rangka mnanuniang Fnlancaran penyelesaian kerugian  negara,

setiap- pimpinan unit organisasi baik  tingkat  Daerah/Wilayah  maupun

1.

tingkat pusat di lingkungan Departemen Kzuangan wajib melaksanakan
penatausahaan berkas kasus kerugian nconra yang ada pada unit-nya
secara sistemadis, terlib/teratir dan kronoloaois.

oy
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2. Berlkas yang {+us ada pads
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3.

’_‘mp kasus lieruglan negara adalah ;

Berita Acora Pemorileann yvang dilakulan ofeh Kepala Kantor/Satuan

Karja atast oloh unit ['Jr_‘.n'.r‘i isa fungsional.

Laporan Pojadian boseris lampiran-lameirannya.

Daftar Pc~f‘i;anya& n Untid enyusun Laporan Kerugian Negara Guna
P{'OSCS ﬂ] ._ll"“‘ ( '}nh !“l]r}! .

Berkas-brrkas fain yav herkaitan dengan kasus kerugian negara

(bila aca) seperti

1) Laperan keparla pilinl Kepolisian/Yojaksaan.

2)  Sural Pernyataan Bertanoaung ]awab (SPB)-';“,,’ Surat

Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM), -

3)  Suret Kuasa Pemotongan Gaiji/Penghasilan. _
4)  Laporan  Hasil  Pomeriksaan  (LHP)  aparat péngawas'a;jh
funusional, ﬁ
5) Tembusan Laporan dlenteri Kevangan ke BPK-RI.
6)  Surct Pemberitahoan Ganti Rugl (SPGR).

7)  Sural Pembelaan,

8} Surat Keputusan I'ambrbanan Ganti Rugi Tingkat Pertama

9)  Surat Permohonan NRanding.

18) Surat Keputusan {mbebanan Tingkat Banding

11} Surat Penagihan (550),

12) Fotn copy Surat Soinran Bukan Pajak (SSBP) vang disahkan.

13) Sural Keputusan aghapusan Tagihan Negara.

14) Vonis Hakim Popos o,

{epala Kantor/Satuan Yera ternat kerugian negara terjadi waijib:

a. Membuat 1aftar Kerogian I'gara (contoh Form-37).
b, Mencatal perkembangan Indak lanjut penyelesaian  kerugian negara

—\
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dalam Daftar ¢iroaksod pads Bovie 3 hurul 2. off atas dan meflaporkannya
kepada pimpin.m unit Esalon 1 borsangkutan,
Menyimpan d=1 mengamae!n samua brerkas/buku, dokumen/surat
dan alat bukti hinnya yang t1 it dengan peristiwa yang menimbulkan
kerugian negaa. '
4. Atasan Kepala Kanlor/Satuan Kevin dimaksud pada butir 3 huruf a di atas
walib:
a. Membuat Daflar Kerugian Neaara sebagaimana dimaksud pada butir 3
huruf a. di atzys, sebagai alat emantau. '
b. Mencatat pertombangan tindak lanjut penvelesaian kerugian negara

[

dalam daftar dimaksud pacs hutir 4 horuf a. di atas, atas dasar
faporan tindak lanjut tersebut nada di atas.
5. Selretaris unit Esoion I w.p. epala Bagian Houangan atau pejabat yang

ditunjuk wajib :

a.  Membuat Daftar Kerugian Mrgara sebagaimana dimaksud pada butir :

3 huruf a. di atas, sebagai alat pomantau,

b.  Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian n'e'gar_a-'_
dalam daftar dimaksud padn bulir 5 hieuf a. di atas, a'fa'sﬂr';idasar.. |
NPT :

laporan tindak Ianjut di atas. L
6. Penatausahaan dalom hal pegavai/dabitur pindah domisili.

a.  Kewgjiban Kepala Kentor/S-hvan Kerjo tempat  kerugian hegara
teriadi :
Ly Memberitahukan  kepindahan  tersebut  kepada Kepala
Kantor/baiuan Kerja cdoiisill yang baru dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan, dengan tembusan kepada :
a).  Setwetaris unit Cielon T u.p, Kepala Bagian Keuangan atau

yahg ditunijule




b). Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan .
c). Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja dom15|h barq
d).  KPKN pada domisili lama dan baru "

J

Mencatat kepindahan di maksud pada butir 1) di atas dalam Ia]u?ﬁ
keterangan pada Daftar Kerugian Negara. '

Mencatat  tindak lanjut  penyelesaian kerugian negara
bercdhsarkan  tembusan laporan vang diterimanya dari Kepala

Kanlw/Satuan Kerjo domisili baro.

A ] i i A s R

b, Kewaijiban Kopala Kantor /Satuan Kearja domisifi baru,

a3,

1}  Membuat Daftar Korugian Negara seperti dimaksud pada butir 3
huru? a. atas nama ogawai/dehilinr bersangkutan.
2)  Mencatat  tindak  lanjut penveolesaian kerugian negara

bersanglkutan dalam daftar dimal=ud pads butir 1) di atas.

3) Melenorkan tindal: anjut penyelnsaian kerugian negara kepada
Sekrataris unit Esclon T u.p Kepala Bagian Keuangan atau yang

ditunjuk dengan tembusan kepada;

a).  Kepala Birg 'evangan Depaitemen Keuangan;

b). Atasan lannung Kepala  Kantor/Satuan Kerja

bersanglkutan;

c). Kepala Kantor/Satuan Kerjn tempat  kerugian hegara

terjadi.

C. TIM PENCARI FAKTA
1. Dalam rangka melengkapi il yang akan digunakan untuk suatu proses
penuntutan, lKepala Kantor/Satuan Kerja  dimana kerugian negara terjadi

cfapat membcentuk Tim Penanei Fakta (TPF).

as




Tim Pencari Fakta sebagaimana di maksud pada butir 1 di atas dapat jugs
dibentuk oleh unit atasannya.

3. Dalam rangka pengumpuian bukti di maksud, Menteri Keuangan
membentuk Tim Pencari Fakta yang anggotanya berasal dari Tim

Pertimbangan.

D. TIM PERTIMBANGAN PEMYELESATAR KERUGIAM MEGARA

1. Pembentukan Tim Pertimbancan n R

Guna membantu Menteri Kotnngan  dalam rangka penyelesai{‘_‘aﬁ{‘f'_ka'su?ﬁ'r

kasus kerugian negara di lindkungan Departemen Keuangan,"dibentuk

sebuah Tim [lertimbangan Penyelesaian lerugian Negara selanjutnyaﬁ

] disebut Tim Pertimbangan, denaan Keputusnn Mentert Keuangan., i,
. _ 2. Qrganisasi dan keanggotaan Tim Pertimbannan
- f a. Ketua : Kepala Niro Kevangan;
h. Wakil : Sekretaris nspektorat 1enderal;
) ¢, Sekretaris . iKepala Pagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan
d. Anggota s Wakit dert masing-masing unit Eselon I di

linakunge Departemen Keuangan (sesuai

kebotuhan),

3. Tugas Pokok dan Fungsi Tim o timbangan
Untuk membarie pimpinan Neopartemen 1inuangan, Tim Pertimbangan
mermnpunyai tueas pokole recmberikan pariimbangan atau  saran-saran
. dalam rangka penyelesatan lkasus  kervgian negara  di lingkungan

Departemen Keliangarn,

Lntuk melaksan-kan tugas pelek tersebut, fim Pertimbangan mempunyai
fungsi :
a. Memberi periimbangan menaenai perlu tidaknya kasus kerugian negara

yang diajulkan diprases berdlasarkan ketentuan TGR.
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b. blembentuk Tir Pancan Fakis nntulk melenalapi bukti apabila bukti -

yang dikumpulicra oleh TPE Estlon | dinilai masih kurang.

c. Melakukan koordinasi dengan 19T Eselon 1 atau pejabat lain yang

rerkait dalam upya mendalami/mengungkap kasus kerugian negara.

d. Memberikan pertimbangan mizngenai besarnya jumlah/nita ke;ugian

negara.

e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Departemen K'qu_a:ﬁgan'

apakah suatu knsus kerugian negara perlu dilimpahkan kepadd; sparat

hukum yang berwenang. Y

£, Memberikan sarn terhadap priiatuhan hukuman/sanksi kepada 'belaku

© lierugian negars.

g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang memutus

handing dalam kasus kerugian negara atas memori banding yang

diajukan oleh polaku kerugian negara.

h. Menyebarluaskan/memasyarakalkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Penyelesaian  Kerugian Negnrn kepada semua  unit Eselon 1 di

finglkungan Departemen Kouanann,

o i. Mengembangkan Juklak Penyelesaian Kerugian Negara ini untuk
menjadi Juklal:  tingkat nasional  beketja  sama dengan semua
Departemen/Lembaga  Pemaorintah - Non Departemen,  termasuk

Pemerintah Dacrah dan Badan Usaha Milik Megara.
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PESTTUPR

A. UNIT UNIT YANG HENANGANI I'EHvELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Unit-unit yang menangani penyelesaian kerugian negara pada tingkat -

Daerah, Wilayah fon Unit Eselon T sebagaimana di maksud pada BAB VII
A dibentuk dengan keputusan DPejobat Eselon I bersangkutan dan
memberitahukan pembentukan tersebut kepada Sekretaris Jenderal

Departemen Keuanaan u.p. Kepata Biro Keuvangan.

B. TANGGUNG JAWADB KEUANGAN I'TIABAT TERTINGGI DAN MENTERI

Dalam BAB Kedua Bagian 111 Pasal 73 1CW dikemukakan téntang

tanggung jawab keuangan p-iabat-pejabat negara tertinggi diatur

hersama-sama drngan Undang-tndang yang mengatur tanggung 'ja\;vab"

keuangan para Menteri. Namun <ebagaimana diterangkan dimuka'. pada

BAB I C Juklak ini tidak memboii petunjuk terhadap pertangguﬁgjaﬁaban'

LT

nejabat dimalsud, - L

PERUBAHAN STRUKTUR ORGAMISASI

Pada BAB 1 Dutir 9 Jukak ini disebutkan mengenai kemuﬁgkinan
perubahan struktur organisasi yang berdampak pada kewenangan pejabat

alasan yang menangani proses penyelesaian keruglan negara,

Datam hal pegawai/pejabat yang harus mengganti kerugian negara
tersebut, karena perubahan oroanisasi atau sebab-sebab lain menjadi
berada di luar lingkungan [Departemen  Keuangan, maka proses
penuntutaninya dilaksanakan oleh pejabat pada Departemen/Lembaga di
ternpat pegawai borsangkutan bekerja, berdasarkan berkas kasusnya yang

diserahkan oleh Mantori Keuanoar cq. Sekretaris Jenderal.

ema T
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D, KETEMTUAN TAMBAHAR

Pelaksanaan Penyelesalan Ferunizn Negara parla Badan Usaha Milik Negara

di tingkungan Departemen Keuanaan diatur tersendiri.
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FORM-1

CESATUAM FERIA *)

NAMA ST CRGANT

Nomor . [_ap- 'f"?‘lnggal .......... B .|I._ '
(ampiran S
2 Hal : Laporan dugazn terjadinya
3 kerugian Negaio ¥
[ i
Az . p
7 Yth. Menteri Keuangan o .
¥ Sekretaris Jenderal Departrmen Ketangnn '
Jakarta.
;’r'\"':
Dengan Ini kami foporkan bhahwa dnlam tinghungan Kantor/ Satuan Kerja
. diduga/ftelah terjaci  peristiwa/kejndfian yang marugikan Negara sebesar Rp
.. {(dengan huruf).
i Adepun kronoclogis  peristiwa/lcindian torsebut dapat kami jelaskan
sebagal  borikot @ L. {uraikan I\r{mm.ogis peristivva/kejadiannya).
Sebagai bukti permulaan, bersama ini kami lampirkan (lampirkan bukti-
bukti yang berkaitan dengan peristiwa/kaiadian di maksud),
1 Demikian laporan kaini.
Pejabat yang melakukan
] Waskat/Verifikasi,
. NIP
Tembusan
1. Kepala Biro Keuangan Departemen Kernnoan;
. 2. Atasan langsung pejabat vang melakulsin
! Waskat/Verifikasi;
3. Pimpinan Kantor/Satuan #arja i mana
dicluga terjadi kerugian MNegara.
! *)Nama kantor unit yang melakiikan Waskal/Verifilasi
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FORM-2

MAT T LN QRGAFBAST/SATUAR KERIA *)

Nomor : Lap-
Lampiran e
Hal : Laporan {=rjadinya keruaian Negara

Yth. Menteri Keuangan

- u.p. Sekretaris Jenderal Departeman Keangan

Jakarta

Dengan ini kami laporkan  bLohwa pada lingkungan Kantor/Satuan Kerja
v telah terjadi peristiwa/ kejadian vang merugilan Negara sebesar Rp ...
(dengan huruf). '

Kejadian  yang  merugikan  Mogara  tersebut  diketahui berdasarkan
hasit pemeriksaan ......(schutkan aparai pengawasan fungsional vang melakukan
pemeriksaan) dengan beordasarkan Surat Tugas No. ... tanggal ..... (dari tanggal
sampai dengan tanagal) dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut.:

Ketua Tim L e

Anggota Tim S SR .
2o,
dst. , ¥

Terlampir kami sampaikan foto copy

1. Surat Tugas;

2. Daftar Temuan Pemeriksaan yang mengandung ketugian Negara di maksud;
- Lain-lain bukti yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan,

L

Damikian laporan “ami,

Kepala Kantor/Satuan Kerja
(Pimpinan obyek pemeriksaan)

.......................

Tembusan .

1. Badan Pemeriksa Kelvingan;

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Fenbangunan,
3. Kepala Biro Keuangan Departermen | iangan;

4. Atasan Kepala Kantor/Satuan Forja;

*) Nama Kantor obyek romaorilsann

fi!

o
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FORM-3
i PR LIMET OFG THSASI/SATHIAN KERJA )
R
:
1 Nomor : Lap- Tanggal ........
{  Lampiran
Hal > Permintazn laporan
; kerugiain Megara
1 Yth. Kepala Kantor/Salnan Keria ...
ol IR
Berdasarkan informasi darl ............... tanggal........ pada Kahtor/Satuan
Kerja ........... diduca  terjadi  kerugian Negara sebesar Rp ... (dengan
huruf)(foto copy terfamipir).

Sehubungan dongan hal tersebut di atas, bersama ini diminta Saudara
melaporkan  kejadian  di maksud denaan berpecoman kepada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : ..... tanagal ... (= -butkan).
Mas perhatian Shudara dincap'=n terima kasih,

Kepala Biro Keuangan,

Tembusan @ i
3 .Ilflll_l

Yth. Sekretaris Jendar: -

Departemen Keuanaan. _'

[
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Nomor : Lap- Tanggal ...........
Lampiran . '
Hal ¢ Laporan dusnon feriadime

erugian Meoara

YEh. ..., (atasan Pejabat/pegawai pelapon)

Dengan ini ke laporkan bahwa pada Kantor/ Satuan Kerja .........
diduga/telah terjadi  peri-tiwa/kejadian yang merugikan Negara sebesar Rp ..........
(dengan huruf).

Adapun  kronologis peristiwa/kejadian tersebut dapat kami laporkan sebagai

perikut. ¢ ... (uralkan  lironoloais paristiwa/kejadiannya).
Sebagai bukti permtulaan, bersama ini kami fampirkan : ...... (lampirkan bukti-

bukti yang berkaitan dengan peristiwa/kejdlian di maksud).
Demikian laporan kami.

Pejabat/pegawai yang melaporkan,

----------------------

Tembusan :

Atasan dari atasan langsun neja hat/pegawai
yang melaporkan.

*)Nama Kantor dari pejabnt yang malonorkan

Dalam hal yang melaparkan adatah pegawat
Pelaksana, tidak perlu memakai surat hoilepala
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FORM-5
MNAMA UNIT QGRGAMISASI/SATUAN KERJA
ey 3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hariiri , . ... .. ... tangoal . .. L. butan .. .. .. .. .. tahun seribu

sgmbilan yatus .. ... L L. yang lartanda tanoan di bawah ini :

@& 1 Nama / NIP
¥ Jabatan

: 2 Nama / MNIP
labatan

Yang dengan surat tugas . .. ... ..... .. T tanggal ., . .. £0 L telal;
melakukan pemeriksaan terharlap : ' -

4 Nama / NIP

i Jabatan

Atas portanyaan pomeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai

% berikut

4 1. Apakah Saudara dalam keadann sehat jasmanidanrokhant . ... L Lo L.,
1. Ya, saya dalam keadaan schat jasmani dan rokhanl . .. ... ... ...

) 2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperksa . ... oL o o

e e

3. Coba jelaskan secara singkat riwayal pondidikan formal, kedinasan serta riwayat

pekerjnan Saudara sampal dengan SEKAIAN o e e

3. Riwayat pendidikan formal .. ., . . e .

__ Riwayat pendidikan kedinasan ..o o oo

x ; Riwayat pekerfaan . ... oL o

4. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang kas atau barang
yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui . .

-----------------------------------------------------




5 (Selanjutnya pertanyasan dikerbangkan sosual jawaban atau bukti-bukti yang didapat
dari hasil pemeriksaan dengan maksud 1iniuk mengetabui adamya kesafahan/kela!alan
yang bersangkutan)

Setelah Berita Acara Pemoriksazn  ini dibacakan kembali  di hadapan yang
bersangkuian dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani

aleh pemerilisa dan yang diperiksa seperti i bawah ini : e

Yang diperiksa, iPrmeriksa,
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FORM-6

SURAT PEPRIYATAAN T TANGGUMGIAWARB (SPB)

Yemg bertanda trirnan di haveah i
Mama/NIP

Pangkat e

Jabatan e

Menyatakan dengan  tidak  ~*2n menaril; kembali bahwa saya
bertanggungjawab atas kerugian negorn sebesar Py ... (cererreernnns veer )y
yaknt kerugian yang cisebabkan ...

Terhadap kerugizin negara  tri-~hut di alas saya bersedia mengganﬁ
sepenuhnya dengan cart ... ... '

Apabila di kemudian hari teryats terdapst perubahan  mengenai jumlah ©
saya Lot bertanggungjawab untuk mengganti .

kerugian negara  tersebut,

sepenuhnva.
Sebaliknya, apabila di ke
sebagian atau seluruhinya dari

telah saya setorkan sesiai dengan tanacing jawab saya.
Surat pernyataan ini saya bual Jongan sadnr dan tanpa  paksaan dari

pihak manapun.

Mengetahui ; Yanu membuat pernyataan,

Kepala Kantor/Satuan Korja
meteral cukun

.........................

*) Coret yang tidak perls

emudian har ternyata saya dibebaskan ’baik:_
tangging jawab untuk mengganti’ kerugran
negara, maka saya berhalk menerima kembali sebaginn/seluruhnya Jumfaﬁ Yang .



FORM-7

SURAT KET! TARMIATUTAT CUINGIAY AR MUTLAK (SKTM)

- JE Yang bertanda tang n di hawah ini -
o Nama/NIP : _
‘ Menerangkan dengen tidak alan nenarik kembali, bahwa saya bertanggung
jawab atas kerugian riegara sebhes M., L. L L. (P e
% ), yakni kerugian yova disebahkan - L.
(1). Jumlah keruglan tersebut telab <aya ganti dengan menyetorkan jumlah
- tersebut ke reloning Kas Neamadi o oL oo pada |
- tanggal ... ... .. ..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan
bersama ini).
|
l (2). Jumlah kerugia: torsebut akan saya gantd dengan menyetorkan jumlah
f tersebut ke rekening Kas Negsuadi oL L L. L. e dalam
. jangka waktu ., ... L bulan {maksimun 24 bu'lan)
dengan jaminan borupa L.l
. ] Saya selanjutnya telah maklum, batrva saya selelah memberi keterangan ini
! tidak boleh mengaijlkan pembelaan v dalam bentuk apapun, dan mérl‘iéﬁmé
o bahwa terhadap diri saya tidak dila!ikan proses tuntutan menufut_- pe'r'a_lf_Urérj

yang berlaku,
- Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan

e —

i

i a. Bahwa Negara dopat mambebast-an saya dari pertangaung Jawaban saya

;

; dan saya akan mancrima kemiali apa yang tefah saya bayar, jika setelah

| pemberian keterengan ini terdapst hal-hal yang sekiranya diketahui iebih :,,

€%

i Y s e




dahulu, akan menyebabkan Negara ~membebaskan saya dari

pertanggungjawaban saya.

Bahwa Negara masih dapat menghapuskan kerugian negara af'c"!'ﬁ. 'ﬁaif’a

ki akan menerima kembali apa yeng telah sava bavar, apabila 'setelah W
keterangan ini diherikan, ternvain bahwa  Ekorugian termaksud dapat
diperhitungkan  dengan  kelehilinn-kelebihan yang terdapat dalam
. pengurusan saya, atau kekurangan itu adalah nkibat dari pengaruh alam, %
_ pencurian, rusak, hilang di iuar kesalahan, kelalaian atau kealpaan saya.
- i ¢. Bahwa dalam pertonggungjawaban bersama, kepada saya dapat diberikan
3 pernbayaran kembrli apa yang t=lnh saya bayn lebih dari pada apa yang
seharusnva dibebaitkan kepada sava.
d. Bahwa saya dapat meminta perihnbasan dan atau pembayaran kembali
. atas dasar ketentunn tersebut dalam Pasal 19 10w,
......... e 19
Mengetahui : meterai cukup
_ Kepala Kantor . . ... .. Lo, e e )
: . *). Coret yang tidak porlu
. (1) dan (2) coret yang tidak perlu.




ey

FORM-8
NAT A UIBMTT Ol na HASTSATHES T KERIA
NOMOR ¢« Tanggal ......
LAMPIIAN _
HAL : Penyampaian Surab Kol angan
Tangguiaimwvab Mitlal (7HTM) __
Yth

|||||||||||||||||

-------------------

Bersama ini kami sampaikan torat Keteranoan Tanggungjawabd Mutlak

(SKTM} sebesar Rp. .. .. .......(.....dengan huruf. ... ) atas nama :

i b

Mama / NIP.
Fangkat/Golongsn
Jabatan

Cemikian untuk dimalhumi.

Kepala .. .. ... .. ... ..

...........

..................

*) Corel vang tidak perin.

f1l)

T PRI




-

U ORGANME - TAATUAN KHRUJA *)

Homor : Lap- Tanggal ...c..e..

Limplran @ ... ...,
Hal . Laporan Kerugi:in dNegara
Akibat Perbuaton Pogawai

¥th, Menteri Keuangan RI
u.p Sekretaris Jenderal Depa:temen Kevangor
Jekaria

Bersama ini kami isporan bahwa ada unit organizast yang kami pimpin telah terjadi
kerugian Negara sebesar Rp. ... {¢!=naan huruf).

Selanjutnya  kami Iaporkan bahwa oion peristiws tersebut, tindakan yang telah kami
ambil adalah : :

) (tindakan disiplin kepegavining terhadap Pegawai  Negerl bersangkijtan);
20 (Undakan untuk mengamantan keuangan neqgara);
G S (tindakan-findakan lainny= vang dianggap perlu).

{1 sampai dengan 3 disesuaikan donoan tindakan vang  telah diambil).

Sehubungan  dengan hal tersebul, quna proses  lebih  fanjut ber§ama ini “kami
[ampirkan: I Y

o

1. Daftar Pertanyaan Untuk Menyistn Laporan Karugian Negara  Guna Proses
Tuntutan. Ganti Rugi, yang jawabnannya  telab/belum  *) lengkap (dalam :ha
jawaban belum lengkap agar dikriinkakan sebah-sebabnya);

2. Perita Acara Pemeriksaan:

3. Surat  Pernyataan Bertanggungiimeab (SPB)/Surat  Keterangan — Tanggungjawab
Mutiak  (SKTM) ibifamana Pcgnwal  bersanglutan bersedia menyelesaikan
Kerugian Negara c'engan cara da:aai dan  telah membuatnya);

1. dan lain-lain dokuinen {yang beitian dengan kanus).

/)




..... TR EEARE AR P RRY

Berkenaan dengan peri-tivaa tersehut < aias kami berpendapat bahwa
(ada tidaknya  unsur  pidana; penilatan Hepala Kantor/Satuan Kerja mengenai, salah/

_ bdaknya Pegawal bersangkuls; dan pondappendapat ain yang perluy
¥ fkemukakan untuk mempc‘rmlwhh ponynlpsainn solanjutnys).

Demikian [Aaporan kami rmivlk dimaklure.

Tembusan :

L

2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembang:man:
3. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan:

4, Sekretaris Unit Eselon I;

3. Kepala Biro Keuangan Deparicmen Keuang-n;

6. Atasan langsung Kepala Kanior/Satuan Kerjn;

*} Coret yang tidak perlu




. ﬁ,______w_

DAFTAR P ITTANYAATT LR FAENYUSIH L APORAN )
KERUGH ¥ MEGARA GUHA MTPERLUAN TROSES . :
TUNMTUTAMN 2§11 RUGI . - '

PERTATIYAAN Moy JAWABAM ‘m N

Bila dlan bagaimana pericibya kerugion noee 1.
ra dapat dikefahui 7

Bila dan dengan cara briaimana korugicn 2.
itu terjadi 7

Berapa jumlah kerugian vang diderita oleh 3
Negara 7

Apabila belum dapat ditciapkan denaan pr: 4.
ti, herapa kira-kira jumlah kerugian ity ?

o

5. |Sapa saja (nama, jabaton, pangkat dan -
lam kedudukannya sebanai apa) yang di-
anggap tersangkut dalam perkara dan saon;
pai dimana mereka harus dianggap turut/
bersalah/malalaikan kewnithannya sehing i
mengakibatkan kerugian negara it ?

6. [Apakah perkara ini sudali dilaperkan kepn-i:- 6.
; pihak Polisi dan telah ada keputusan Hakin ©
j (Jika mungkin supaya dilnmpirkan puta Be:its
Acara Pemeriksaan Polisi dan keptitusan
Hakini yang bersangkuton).

? 7. pApakah ada Pihak Ketign yang dalarn hat i 7.
] dirugikan dan berapa jun:iah yang harus

| lah) dibayar kepadanya tan berdasarkan

i keputusan/peraturan mana pombayaran it
i dilalukan ?

i 8. lApakah ada Pihak Ketigs vang dalom hal i 8.
diunfungkan dan berapa jumiah sert» atn
mana negara dapat menuntut penggantiz’
pembayaran kembali dasi padanya ?

(Jubatan don ama yang momberi laporan)

73

e
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FORM-11
o NSEIA UNTT QR HEASEATUHIAN KERJA
: Nomor e e e Tovwgal oo o i
=8 lampian oL : 5
% Hal Laporsh terjadinya
1 e e e e s e e e e e 3
3 Kepolisian . e '
YD
b e e e e e e e e e e e e
fj Dengan ini kami taporkan babva hari o ... L,
NI telnh ter j~li paristiva
;  (sebutkan misalnya pencurian, perempakan dsb) yang mnngak!batkan keruglan
3 negara sebesarRp. . .......... . . (....... dengan huruf . ... ... } yang
i terdiri dari : ' "
Lo e dengan nilsi sebesar Rp. .o ;
{ e dengan nilai sebesar Rp. .o oo oL ;
i 3. dsh
!
';l Demikian laporen kami, dan ot kerjasamanya diucapkan terimakasih.
- i epalaKantor ..o ... L .
N
*) sebutkan jenis kejodian/paristiveareon




I
B
4

R,

Lo S
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FORM-12

NAMY ONIT QRGAFHICAST/SATUA KERJA

Nomaor
Lampiran
Hal

Tanggal ..........

: Laporan Kerugian Negara
Akibat Perbuatan Pibalk Kelioa

1:-5;__' Yth. Menleri Keuangan

u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Kersingan

Jakarta

Bersama ini  kami [faporkan

pimpin - telah  terjadi
tmbuinya kerugian negara sebesar Rp. ...

holiwwa pada unit organisasi yang  kami

pencurian/ porampokan/.... ¥} yang mengakibatkan
(dengan huruf) yang berupa uang

tunai/barang *) (bila berupa barang agar disebutkan data rinci barang yang"hflang)._

Sehubungan dengsn peristiwa Toischut tindakan yang  tela

adalah :

1.

2.

pegawal vang terlibat/lalai/alpa (bilamanz

terlibat),

.......... (melapcrkan kepada pibal Kepolisian);
........... (tindakon kinnya vaner dianggap periu).

Sepanjang  penefitian kami, dolam  peristiva  tersebut ada/tidak ada *)"

h kamj lakukan

v
",

ada disechutkan identitas pegawat yvang




i i o

Guna memperiancay proves cobwjutnya barsama ini kami lampirkan :

o, Daftar  Pertznyaan Untul Menpyusun  Laporan Kerugian Negara Guna

Keperluan Froses Tuntutan Ganti Pugi, yang
telah/belum ¥y lengkap rlalam hal jawaban belum
dikemukakan  sehab-sebphbiovn).

b. Berita Acara I'»meriksoan,

c. Foto copy Laporan Kejadian.

.. Surat Keterangan dari Pihak 1 ~polisian.

e. dan lzin-lain dolumen (yang herkaitan denaan kasus).

Demikian laporan kami uptuk dinnlkiumi.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeril:sa Keuangan:

2. Kepala Badan Pengawasan Keuvangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Departeman Kevnngan;

4. Sekretaris Unit Eselon 1;

2. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

6. Atasan langsung Kepala Kantor/Satian Kerja;

*) Coret yang tidak perlu.

jawabannya
lengkap agar




FORM-13 -/

NARA UMTT ORGATEAST/SATUAN KERJA

: Laporan Kerugian Negarn
Akibat Kejadlian di luar
Kemampuon Manusia

: a Yth. Menteri Keuangan
<% up. Sekretaris Jenderal Dapartemen Kenongan
b .
O Jkaita
i3
3 Bersama ini kami laporkan balv pada unit organisasi yang kami pimpin
. ; telah  terjadi  peristiwa kerugian neaara berupa rusak/busuk/berkurang *) (bila
3 berupa barang agar disebutkan data rinei harang tersebut) akibat kejadian di luar
4 kemampuan manusia (force majeurn) schingga menimbulkan kerugian  negara
sebesar o, o (dengan hurof),
f Schubungan dengan peristiwa torsebut tindakan vang telah kami lakukan
4 adalah:
| D (melaporkan kepada piha%  Kepolisian  untuk mendapatkan surat
; keterangan); :
S S (tindakan lainnya yang diangoap perlu).
tersebut ada/tidak ada *)

Sepanjang  peneliian kami, dnlim peristiwa
pegawai yang terlibat/laloi/alpa (bilamsna  ada disebutkan identitas pegawai yang

!
- ; terlibat).

Guna memperlancar proses selzniutnya bercama ini kami lampirkan

a. Daftar  Pertanyaan  Untuk  Mosvosun Laporan Kerugian Negara Guna
Keperluan Proses Tuntutan  Ganti Pugi,  yang jawabannya telah/belum *)
lengkap (dalam hal iawaban helim lengkap agar dikemukakan - sebab-

sebabnya).

L}
e ——,

Fh




b, Berita Acara Pemeriksan,

¢. Foto copy Laporan kepada Pihak Kepoditing,
d. Surat Keterangan/Keputusan dari insi an4i yang berwenang (bila ada) ~+

bahwa Bendaharawan tidak bersiiah (dalam

perbendaharaan)

1

§

3

i

)

:

i

}

|

1

d

?

i f. dan lein-lain dokumen (vang berlaiton dengan kasus).
E} Demikian laporan Fami untulk dins-lomi.
5

i

i

H

. Kepala o
HIP e
) Tembusan :
j 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
{ 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan «inn Pembangunan;
. 3. Inspektur Jenderal Departernen Keusnaan;
_ 4. Sekretaris Unit Eselon T;
' 5. Kepala Biro Keuangan Departemnen Yrvangan;
- 6. Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja;
*) Coret yang tidak perlu.
T

AR e T

e. Surat Keterangan daii atasan lanaiung Bendabarawan yang '_'i'ipéh_';fatakelm
hal terjadi kekurangan

1,
1




Form-14

NATTA LMD ORGH T AST/SATUAM KERJA

Nomaor

Lampiran
Hal : Laporan lidak

Menyelosailan kasus

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Sekretaris Jenderal Departemen 1 rangan

Jakarta.

. tanggal ;.. . .

Berkenaan dengan iaporan kanii terdahutu Mornor .
. . ... derigan nilat,

yang maengakibatkan kerugian negara berupa |
perkiraan sebesar Rp. . .. .. ..., .. , kami telah melakukan langkah#jangkah

sebagai berikut

NMamun demikian, kami berpordapat bahwa langkah-langkah tersebut

belum dapat menyelesailkan kasus »iay masalah kerugian negara tersebut,

karena :

¢

4.
h
F

——————



- ———— .

LT

Sehubungan dongan i, mets menurul hemat kami kasus tersebut perlu

ditutup sampai disini (bila tidak «it~mukan cukup bukti untuk diproses lebih
lanjut)/kami teruskan kepada .. .. ... ... {bila Kepala Kantor/Satuan Kerja
berpendapat bahwa keweoangon ontuk memproses lebih lanjut ada pada

instansi lain).
Untuk memperlancar pros:s penyelesaian lebih lanjut, terlampir kami

sampailkan :

Demikian untiik cdimakiumi.

Kepala. .o oo e i e

---------------------

Tembusan disampailan kepada Yil:. -
Badan Pemeriksa Keuangan;

Badan Pengawazan Keuangan den Pembangupan;
Inspektorat Jendaral Depaitenon [Zeuangan;

Sckretaris Unit Frelon 1;
Kepala Biro Keuangan Departern—n Keuangan; :

LA

6. Atasan langsung Kepala Kantor/“aluan Kerja;



MAMA UINIT 37 SARISAST/SATUAN KERJA {
‘|T.'.'..:‘-__

Nomar :
Lampiran : Satu berkas
Hal ¢ Laporan tindak [anjut

Penyel~saian ¥erugian
Negar)

Yth. Menteri Keuangan
u.p Sekretaris Jenderal Departemen Keurpasn

Jakarta

Sehubungan dengan kasus kerugian 1 wa yang terjadi pada Kantar . .. ... ... . bersama
) ini kami laporkan hai-hal sehagai berikut _
a. Jumlah kasus . ... ... dengan jumlah trragian solurohinya sebesar Rp oo i
. (....dengan hurut . ., ., )
i b. Jumiah kerugian yanqg harus ditagih o 1--ar Rp. oo
1
€. Jumlah kerugian yang telah rdikembaliior RPee oo
g d. Sisa kerugian yang masih harus ditacil, Rpooooo vl
* i
;? Demikian taporan kauni
j Kepala Kantor .. ... .,
F
. {
!
{
j .................
N i MIP. . ..o ool
' Tembusan ;
L. Sekretaris Unit Eselon 1 bersangkutan:
2. Kepala Biro Keuangan Departemen Kenennan,
) ]l ¥} Coret vang tidak perl
|
) i
|
|
|
i
| L




FORM-16. 7T
| H
'
Fratfa LI O DS SATUAR LIRTA :
) «é SUPAT PERITT PAAN JAMTFIAT : .
E Yang bertanda tangan di bawestind : .
, g
5 Nama / NIP N P i ‘
‘? Pangkat/ Golongan — *................ Fel o e R
. 1 oJbatan L 3
S Unibkerfa e
1 Tempattinggal . e
e Buo-
!
3 '
E dengan ini menyatakan :
3
g 1. Bahwa sebagai Undak lanjuk atas Surat Keleongan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) yang saya
} buat tanggal ... ... . ... ... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas
' barang, surat-surat berhaina, hak-hak atas trqihan berupa ;
. ; a. Tanah (sebutkan statvs Hak Milik/Adat/14:7, luas, Lakasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
I
{ b. Bangunan (sehutkan permanen, semi prrmanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan
i lain-lain};
- j . . . _—
; c. Barang bergerak {sebuthan jenis, nilai, hatli pemilikan dan lain-lain);
T f d. Tagihan {sebutkan jenis, nilai, bukli pemilizan dan lain-lain);
! ¢. Surat-surat Berharga (sehutkan jenis, nilei, bukti pemnilikan dan lain-lain).
i Sebagai jaminan atas pongembalion kergian negara yang menjadi tanggungjawab saya
}’r sebesar Rp ... oo oo denrian huruf, L, L. .. X
2. Bahwa barang-barang, hal otas barang, =iz0t-surat berharga, hak atas tagthan tersebut telah
i saya serahkan kepada negara yong datam bal ind diwakili olch
Nama /NIP o ..
Pangkat f Gol. ... ... oL
Jabatan O ‘minimal Pejahat Eselgn 1)
’ } Unit keija D
f Dengan disaksikan olel
H
v ‘.' a. Nama/ NIP e
H Pangkat/Gol. ... ... ... ... L.
! Jabatan e
. | Unit Ketja e
g
1 b. Nama / NIP e
| Pangkat/Gol. . ..., ... . ......
i Jabatan e e e
}' Unit Keria e
i
!




i g g B o 2 e N -'E‘_H_ R - .
& ot i .

B ey

E]

e e a

A e e .

EP T

hak-li nlos batang, surat-surat berharga, hak-hak atas

3. Menjamin bahwa barang-harang, .
tagihan tersebut pada butir 1 di atos, ada® ‘h henar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta

tidak dalam keadaan senekela dan tidak 1o tanat beban-hoban lainnya.
Apabila sampal dengan fanggal . . .. .. . ... . . . ternyata saya tidek mampu

menqgembalikan sedurubh kor uqrm negnt %eiuruhn‘,fa maka barang-barang, hak-hak atas
barang, surat-surat berharga, hak-hak atae tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan
sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian
kewaijiban saya berdasarkan kasus yang manjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini

Apabila hasil penjualan_!ureleIangan/pemm!nn tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari

jumlah kerugian negara yang harus ~rva kembalilfan rmaka kekurangan tetap menjadi

tangqungjawab saya atau ahli waris saya,

Apahila hasil penjualan/pelelangan/pencgihan tersebut pada butic 4 di atas melebinhi ]um1ah
ara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya

kekurangan perbendabaraan/kerugian ne
akan saya/ahli waris saya terima kembai aotelah dipotong biaya-biaya yang telah dlkeluarkan

oleh negara sehubungan dengan penjualanpelelangan.
Bahwa dengan pencairan jaminan atas kennian negara ini tidak mengenyampingkan tindakan

7. - "t R
hukum pihak yang berwaijib dan atau tindzian administrasi kepegawaian ber_dasarka_n peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Demikian penyerahan ini sowa buat dalam besefnan sohn'{ raclar dan tanpa ﬁdan‘{a paksaan atau

tekanan dari pihak manapun,

Yang menyerahkan,

Yang menarima peryvorahan
Jaminan,
Meterai cukup

I B R




FORM-17 = = -~

SR

MNAMA HNTT ORGATHEASTSATUAN KERJA

SURAT KUASA UMYURS MENTHIAL/MELEY ATHG/MENAGIH *)

- Yang bertanda tangan di bhwah ini .

Nama / NIP e NI
Pangkat/Golongan P L €74
Jabatan e
Tempat bekerja o e e
Alamat L e e e e
dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama / NIP e e e SNIP ..o
Pangkat/Golongan e e JGol. .. .
Jabatan e e
it

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Keuangan RI) dan

dalam melakukan :
kbieang

untuk dan atas nama peniberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual,

melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-
At kepada Negara sesual dengan . surat

hak atas tagihan yang telah diserahic
pernyataan jaminan tanggal . ... L L. L L,
Demikian surat kuasa ini diberikan dengan sibstitusi, |

Yang memberi kuasa, ©

Yang menerima kuasa,

e

Meteral cukup

................

*) Coret yang tidak perlu



Fiwmieniot b s B

SUPAT PEMBERITALLYL 1! GANTI RUGT (SPGR)

HOHID

Yth, (Nama, NIP, Pangkat, Jahatan

[HN T T R R )

di

Bevdasarkan laporandari. . ... L ihenaan suratnya Nomor @ .. ..o tanggal . ..
karena kelalaian/kesalahan atau perbuatan melinggar hukum yang Saudara lakukan sehingga
Negara menderita kerugian snbesar Rp, ... . .. (dengan angka . . .. . .} dan berupa barang

dengan harga taksiran scbesor Rp. oo Adengan anaka L. L )

Walaupun Pengadilan MNegeri ., ... ... ......dengan keputusan tertanggal .. ...
civenne W Nomor L Lot h menjatuhken hukuman berupa L L.
e e e, tidak mengurangi hak Negara micnuntut pengaantian kerugian tersebut di atas

berdasarkan ketentuan Pasal 74 ICW,

Dalam waktu 14 (2mpat belas) hori eotelah menerima surat ini, Saudara dibert
kesempatan untuk mengajukan pombelaan socara fertulis dongan disertai bukti yang cukup.
Apabila Saudara bersedia mengganti kerugian tersebut secara keseluruhan dan tunai, agar
menyetorkan ke rekening Kas Megnra dan menyampaikan tanda bukti setornya kepada kami,
atau apabila Saudara akan mengganti dengan cara mengangsur, agar menyerahkan Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak disartai barmnag jaminan vang nilainva cukup,

Demikian agar Saudara maidum,
Jakawta, ...l

a.n, MENTERI KEUANGAN
STHRETARIS JENDERAL

EI T T T R R R I T S B R

Tembusan

1. Ketua Badan Pemeriksa Feuangan;

2. - Kepala Badan Pengawasan Kouvangan dan Ponbangunan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kouangan;

4. Pejabat Eselon T u.p Sekretaris Unit Eselon 7;

5. Kepola Biro Keuangan Departemen Keuanann,

6, Kepala Kantor Wilayah . ... ..., ... ;

7. Kepala Kantor/Satuan Kerja L, L,

i
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i




FORM-19

KEPUTUSAMN MENTERL 11 TIGAN REPUDBLIK INDONESIA

¢ MOMOR t .. .
:
,; TEiHHEANG

S 1 PEMBEBANAN GANTT RUGT / PEMELRANAN GANTT RUGT TINGKAT PERTAMA :
‘ ATAS NAMASDR. ... .... .. MIP, L. PADA KANTOR - *"
T \ B T
;‘ MEMTIRI KEUANGAF 1EPUBLIK INDONESIA, L
{ . .
p Membaca @ SuratlsporanKepala ... . ............. Nomor: .. _ ...
; Jenggal oL L, L heserta lampirannya yang menyatakan
{ bahwa ;
{
j a. Sdr. (nama, NIP., Pangkat, Jabatan,
j Pooawap/bekaf pe(" val pada Kantor ............. di .
y .+ . secara langsung/tidak langsung®) aklbat
f pe;m_!atannya m~lawan hukum/kelalaiannva, telah
i mehimbulkan kerugioan begi Negara sebesar Rp, . ... ... ..
’f e );
1 b. balwa untuk kerudian tersebut harus dilakukan tuntutan
I ganti rugi (ex. Pasal 74 TCW);
| ¢. babwa kapada Sr, . 1} tersebut oleh Pengadilan
r? Negeri di......., dengan keputusan No . .., .. ..
I tanggal . ... ..., telah dijatuhi hukuman penjara selama
i ........ ahun Farena telah mefakukan tindak pidana *);
’ d. bahwa kepada Sdr, . .. ... .. dengan surat Nomor . ... . .,
' . otanggal Lo L L L. telah diberitahukan dan diberi

kesempatan untuk monyangga dalam batas waktu 14 hari

setelah menerima pambetitahuan tersebut:

e. bahwa dari Sdr. . .. .. ... ... telah/tidak *) diterima
sanggahan, namun sanggahan tersebut tidak dapat diterima;

a. balwa berdasarkan hal-hal tersebut 4i atas, telah terbutkti

Menimbang' :
dalam menjalankan tugasnya

bahwa Sdr. ... ... ..
secara langsung maupun tidak langsung akibat perbuatannya
melawan hukum, vaito . ... ... ... telah menimbulkan
kerugiem bagi negaia sehesar Rp, ... L. L. {.... dengan
hural L .., )

,




f
;

i ?:b,-

Menaingat

Memperhatikan:

Menetapkan

b. bahwa dengan demikian terdapat alasan untuk melfakukan
tuntulan ganti rugi ke adanya berdasarkan pasal 74 ICW;

bahwa ternyata apa y7ng dilakukan dalam pembelaan atas -
dirinya tanggal . . .. .. ... tidak terdapat a!asan_untuk

mengabulkan permolicnan pembelaannya , atau

ada rombelaan secara tertutis dari padanya.

1.

b

(Lembaran Negara Momor 53);

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor..
3041);

3. Keputusan Presiden flemor 44 Tahun 1974; L

. Kepulusan Presiden Tlumor 16 Tehun 1994 jo Keputusan
Presicien Nomar 29 Tahun 1995,

5. Keputusan Presiden Momeor, , . Tahun ...

6. Keputusan Menteri Keonpngan Nomor. ...
tentang ... ... . ;

Pendapat Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
Yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. . .

MEMUTUSKARN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOONESIA

TENTANG PEMBEBANAM GANTI RUGI / PEMBEBANAN GANTI

RUGI TINGKAT PERTAMA ATAS NAMASDR........

Pazol 1

Membabankan ganti rual kepada Sdr, ... (Nama, NIP,

Pangkat, Jabatan) pegrwai pada Kantor . ... ... di......
Dengan jumlah penggantian kerugian scbesar Rp. ... .. ...

(....dengan huruf . . ... );

_bahwa batas wakiu 1 {empat belas) hari telah lewat tanpa -

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW, Staatsblad- .
1025 Nemor 448 sehogaimana telah diubah dan ditambah. .
terakhir  dengan Undang-undang Nemor S Tahun 1968 -

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negaré




Poasl 2

Apabila dikemudian hari tornyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dinrslan pembetulan seperiunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan krepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Kevangon dan Pembangunan;
B 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4, Sckretaris unit esefon I bersangkutan;
5 5. Kepala Kantor Witayah bersangkutan;
: 6. Kepala Biro Keuancan Departemen lcuangan; _
A 7. Kantor Perbendahzvaan dan Kas Megara setempat, untuk diterbitkan Surat
F; Penagihan {SPn) atas nama pegawai bersangkutan; '
«!z 8, Sdro...... . untuk diindabikan dan dilaksanakan.,
d
i Ditetapkan di .
? pada tanggal
3; Menteri Keuangan

*) Coret yang tidak perlu,

e e




Yang menerima Kuasa, Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

................................

---------------------------

FORM-20
NAM UNIT QRGAMTASHSATUAT KERJA
SURAT KUASA PEMOTONGAN
A4 Yang bertanda tangan di awah ini
Nama / NIP S ) - I |
& Pangkat / Gol. e e JGol, oo
Jahatan e e e e e e
g Dengan ini memberikan kuasa penui kepada
q Nama / NIP S INIP ..o -
" f - Pangkat / Gol. e JGol oL AN
2] Jabatan e P -
? Untuk melakukan pemotongan rangsung ntas penghasi!an tetap saya berupa.. . |
’ j ...... sebesar Rp .. ... .. .., (... . dengan huruf . . . .. ) seuap- b_ulan K
i selama . ... ... bulan, mulai bulan . . .. . sampai dengan bulan . L, L
- ] guna dikompensasikan dengan pemh?yaran kembali kerugian negara yang
N - menjadi tanggung jawab sava,
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FORM-21

NAMA UNTT ORGATIISASI/SATUAN KERJA

Nomor co..oe o tanggal ... :
Lampiran
Hal

Bersama ini kami sampaikan SPGR/Surat Keputusan Pembebanan Ganti
Rugi / Surat Keputusan Pembebanan Gantd Ruai Tingkat 1/ *) atas

Nama

-----------

Nama / NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan

Unit Kerja

heserta tanda terimanya, dengan peimintaan agar tanda terima tersebut setelah
ditanda tangani oleh yang bersanal:utan segera disampaikan kembali kepada

lcami.

Atas perhatian Saudara diucartan terima kasih.

Kepala . . ....

*3 Diisi sesuai keperluan
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FORM-22 "~ '

- NAMA URIT ORGAMISARI/ZATUAN KETIA

TAMDA - TERIMA

Pada hariini............. taneaal Lo tahun . .. ...
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP e e JNIP ..o

Pangkat 7 Gol. e FGol ..o

Jabatan e e e e

Unit Kerja L e e e e

Alamat Rumah e e e e

Telah menerima SPGR/SK Pembebanan Ganti Rugi / SK Pembebanan
GantiRugi Tingkat L. ............... FYNOMOF vt tanggal

Mengetahui Yang menerima
Kepala kantor . ........

NIP ..

*) Diist sesuai keperluan.

oy




